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ABSTRAK

Nama . Erick Brian Gananto
Program Studi : llmu Hukum
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Persyaraktfygiene

Sanitasi Pada Restoran (Studi Mengenai PeneraparatSy
Hygiene Sanitasi Oleh Pizza Hut Indonesia).

Penerapan hygiene sanitasi merupakan hal penting g@erapkan oleh setiap
industri jasaboga tidak terkecuali dengan restatan rumah makan. Dibutuhkan
manajemen yang baik serta komitmen yang kuat delamjalankan industri jasaboga,
karena ini menyangkut keamanan makanan yang laggdapat dikonsumsi oleh
konsumen. Maraknya restoran yang menjamur saatenjadikan betapa pentingnya
penerapan syarat hygiene sanitasi yang mau tidak hmaeus dilakukan oleh pelaku
usaha dibidang industri jasaboga. Merujuk Undanddug Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya bakumen dalam memperoleh
suatu jaminan kepastian hukum dalam mengkonsums&amaa. Salah satu hak
konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindan{pnsumen adalah hak atas
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengisinsarang dan jasa. Hak
ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh baramg {terjamin keamanannya.
Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut ljigeang yang dikonsumsi dan
beredar di pasar sudah sesuai dengan peraturarbgaagu atau seharusnya berlaku.
Maka penulis melakukan penelitian terhadap Pizaa Hhdonesia mengenai
penerapan persyaratan hygiene sanitasi dalam ramgkaoduksi makanan sampai
kepada penyajiannya kepada konsumen. Pizza Hunésie merupakan salah satu
restoran yang terbesar di Indonesia, dengan pengalali industri makanan selama
26 tahun dan saat ini memiliki 200 restoran yamggigar hampir di seluruh provinsi di
Indonesia

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, hygiene sanitasi, Pizza Hut.
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ABSTRACT

Name . Erick Brian Gananto
Study Program . Law
Title . Cunsumer Protection Requirements of Hygi&anitation in

Restaurant (Study On The Implementation of Hygiene
Sanitation by Pizza Hut Indonesia)

Application of hygiene sanitation is an importappked by any food industry is
no exception to the restaurant. It takes good mamagt and strong commitment in
carrying the food industry, because it concernsdfsafety which can be directly
consumed by consumers. The rise of restaurantssatitne makes the importance of
the implementation of hygiene sanitation condititimast inevitably must be made by
entrepreneurs in the field of food industry. Refegrto the Consumer Protection Act
No. 8 of 1999 which stressed the importance of g rights in obtaining a
guarantee of legal certainty in consuming the fd@de of the rights of consumers that
are guaranteed by the Consumer Protection Actasitht to comfort, security and
safety in consuming goods and services . This radlloivs the consumer to acquire
goods for their safety. Consumers will enjoy sucbtgction if the goods consumed
and circulated in the market is in conformity wekisting regulations or should apply.
So the authors conducted a study of Pizza Hut lesianregarding the application of
hygiene sanitation requirements in food producteries up to its presentation to the
consumer. Pizza Hut Indonesia is one of the largestaurant in Indonesia, with
experience in the food industry for 26 years andeculy has 200 restaurants scattered
in almost all provinces in Indonesia.

Keywords:
Consumer Protection, Hygiene Sanitation, Pizza Hut
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk Makanan dan Minuman merupakan salah sataukroyang
merupakan kebutuhan utama manusia. Persoalan geydimg sering muncul
adalah standar kualitas makanan, di mana hal ian dherdampak luas pada
kualitas kesehatan baik fisik maupun mental/psiislo dan kecerdasan
masyarakat. Banyak pengalaman buruk yang dialanmsioen dalam hal
rendahnya standar kualitas makanan. Salah satkdmskimen yang dijamin oleh
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlimagluri{onsumen adalah
hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan oedagkonsumsi barang
dan jas& Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoletatgryang
terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmatinuinigan tersebut kalau
barang yang beredar di pasar dan kemudian merekauktsi sesuai dengan
standar. Kondisi ini pada dasarnya adalah merupbéigian dari aspek keamanan
produk/makanarnfgod safetyyang telah menjadi persyaratan global.

Di berbagai negara keamanan makan&ood safety telah menjadi
persyaratan utama dan diawasi secara ketat oldmlgarkhusus yang menangani
aspek tersebut. Mereka melakukan pengawasan tgrh@dauk beredar yang
dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Di piliak mereka juga
melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meatkagk kesadarannya
mengenai keselamatan dalam memilih produk.

Di Indonesia aspek keamanan makariand safety belum ditangani secara
baik dan komprehensif, berbeda dengan keamanamlprpdoduct safety dan
obat-obatan telah dilakukan oleh Badan POM. Sedeagan ketentuan dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen, salah satiekaggerlindungan
konsumen adalah keselamatan dalam menggunakan kptmmhang dan jasa.

Namun selama ini aspek perlindungan konsumen madmrkutat pada

! Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tgreamlindungan Konsumen, Pasal 4
huruf (a) yang berbunyi “hak konsumen adalah hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”
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permasalahan secara umum, misalnya masalah haogéitak, promosi dan
lainnya, dan belum secara khusus mengawasi asgekakeatan produk.

Product safetytermasukfood safetybelum banyak dikenal, dipahami dan
dijalankan oleh pengusaha atau produsen barangadardi Indonesia. Produsen
barang dan jasa masih berorientasi kepada harga giawarkan dan kurang
memperhatikan aspek keselamatannya, hal ini didykdeangan kebiasaan
konsumen Indonesia yang lebih cenderung melihagahanurah ketimbang
kualitas yang notabene akan berkaitan dengan keatdanya.

Setiap konsumen mendambakan memperoleh hak-hakengad layak,
memiliki bargaining poweryang sama tatkala melakukan transaksi dengan
produsen. Konsumen menginginkan suatu pasar yaagirddengan prinsip-
prinsip, peraturan serta suatu itikad baik dari w@nunsur yang terlibat di
dalamnya baik produsen, pemerintah maupun konsutaesendiri. Konsumen
memerlukan suatu pasar di mana mereka dapat mewyahly baik dan yang
kurang baik. Seringkali terjadi ketegangan antavaskmen dengan produsen
karena mereka memiliki kepentingan yang berbedaxskimen menginginkan
memperoleh barang dan jasa dengan sebaik-baikngmergara produsen
menginginkan memperoleh untung yang sebanyak-baygakgar usahanya tetap
bertahan.

Dalam transaksi jual beli, konsumen memiliki pena@njadi “raja,” artinya
ia dilayani oleh penjual dan berhak memilih bargagg terbaik untuk dibeli atau
dikonsumsi. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatktayanan yang baik
dan memuaskan. Jika pelayanan terhadap konsumiési ddak memuaskan dan
konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat menhakutya’

Kebutuhan konsumen tidak terbatas hanya kepadatwteu primer,
sekunder dan tersier saja, melainkan sudah merarpada kebutuharux.
Peningkatan taraf hidup masyarakat juga sangat megapuhi perputaran roda
perekonomian sehingga secara tidak langsung menmesgedia jasa/produsen
untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang palingaiypgata terlihat adalah

perkembangan di bidang restoran atau rumah makan.

?|bid, Pasal 4 huruf (h).
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Persaingan usaha di bidang jasa restoran ini skogéts terlihat terutama
di ibukota dan daerah-daerah yang menjadi pusatisbistau tempat tinggal.
Konsumen rela mengeluarkan uang yang tidak sedikiuk mendapatkan
makanan yang mempunyai cita rasa yang enak dan, detmituhan makanan
sudah menjadi “hiburan” tersendiri bagi sebagiamskmnen, bahkan sudah
menjadi bagian dari gaya hidup terutama di kotakmsaf.Bagi sebagian besar
konsumen di Indonesia, mereka mencurahkan uangwddtunya yang cukup
besar untuk melakukan transaksi dalam mengkonsorakanan dan minuman.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa makadan minuman
mempunyai arti yang sangat penting dalam perspledtiSumen.

Tingginya keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekdnonasyarakat
dalam kehidupan sehari-hari menuntut adanya keaglaag) dapat mengimbangi
hal tersebut dan secara alami tercipta berbagaamdaeativitas dan inovasi
dalam bidang kuliner. Konsumen tidak hanya mau mee penjualan jasa
berbentuk makanan saja, namun sudah menjadi kemapielaku usaha untuk
dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kepupslanggancustomer
service satisfaction)Kepuasan pelanggan tidak hanya diukur semata-naata d
pelayanan yang ramah, lingkungan yang bersih atuaysaji yang sigap, namun
yang tidak kalah penting adalah kualitas makanag yhsajikan food quality).

Pengertian keamanan dan kualitas makai@od(safety and food qualjty
terkadang menimbulkan kebingungan. Keamanan makearesmigacu pada semua
bahaya, baik kronis atau akut, yang dapat membwdanan berbahaya bagi
kesehatan konsumen. Hal ini adalah mutlak, tidaka bditawar. Kualitas
mencakup semua sifat lain yang mempengaruhi nilgtus produk kepada
konsumen. Ini termasuk sifat negatif seperti permkas, kontaminasi dengan
kotoran, perubahan warna, perubahan bau, dan jfaggesitif seperti asal-usul,
warna, aroma, tekstur dan metode pengolahan mak&esbedaan antara istilah
keamanan dan kualitas dimaksudkan untuk kebijakdolikpdan mempengaruhi
sifat dan isi dari sistem pengawasan makanan yaiggp memenuhi tujuan

nasional yang telah ditetapkan.

3 Tim Aero Kalijati, “Makanan Sebagai Gaya Hidup.”

http://www.docstoc.com/docs/20870797/Makanan-Seb@gaa-Hidup Diakses pada tanggal
1 Maret 2011.
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Pengawasan makanan didefinisikan sebagai:

“Mandatory enforcement activities conducted by oa#l or local

goverments to provide consumer protection and tsuen that all food

safety during production, handling, storage, praieg and distribution

take place are healthy and fit for human consunmptid is meet safety
requirements and quality standards, and it is tist;n agreed commitment
and accurately in accordance with applicable latv.”

Tujuan utama kegiatan pengawasan makanan adalafk umtnegakkan
peraturan hukum yang mengatur tentang makanan gaimdungi konsumen
dari makanan yang tidak aman, tidak murni dan tjdak, dengan cara melarang
penjualan makanan yang dijual berdasarkan sifahamaatau kualitas yang
ditentukan sendiri oleh produsen.

Keyakinan tentang keamanan dan integritas pasokadaman merupakan
syarat penting bagi konsumen. Wabah penyafobdborné yang tersebar
melalui bakteriEscherichia coli, Salmonelldan kontaminan-kontaminan kimia
merupakan indikasi bahwa ada masalah dengan keanmaakanan dan hal itu
meningkatkan kecemasan publik bahwa sistem pertanadern, pengolahan dan
pemasaran makanan ternyata tidak memberikan pengah memadai bagi
kesehatan masyarakat. Faktor-faktor penyebab makbeebahaya antara lain:
praktek-praktek pertanian yang tidak layak, kelmensiyang buruk pada semua
tahapan rantai makanan, kurangnya kontrol prevesdibm pengolahan dan
persiapan makanan, penyalahgunaan bahan kimian balka, bahan dan air yang
terkontaminasi, penyimpanan yang tidak memadai &tiak layak, dan lain
sebagainya.

Perhatian khusus tentang bahaya makanan biasdokaskan pada:

1. Bahaya mikrobiologi
Residu pestisida
Penyalahgunaan bahan tambahan pangan

Kontaminan kimia, termasuk racun biologis, dan

o & 0N

Pencemarah

* Food & Agriculture Organization. “Assuring Food $&§ and Quality: Guidlines for
Strengthening National Food Control System.” USA{®\publication.
5 .
Ibid.
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Daftar di atas diperpanjang lagi dengan organisamg ydimodifikasi secara
genetik,alergen(penyebab alergi), residu obat hewan dan hormotumpéuhan
yang digunakan dalam memproduksi produk hewani.skioren mengharapkan
perlindungan dari bahaya yang terjadi di sepanjamgai makanan, mulai dari
produsen primer lalu ke konsumen (sering digambarkabagai rangkaian
“pertanian ke meja”). Perlindungan hanya akan derfjjga semua sektor dalam
rantai makanan beroperasi secara terpadu, damgisiegawasan diterapkan pada
semua tahap dalam rantai ini. Diperlukan kerjasayaag harmonis dan
terintegrasi dari semua pemangku kepentingan sepetani, pelaku industri,
pemerintah dan konsumen, karena tanpa kerjasampadasipasi aktif tidak akan
ada kegiatan yang dapat mencapai tujuan.

Istilah sistem pengawasan makanan digunakan untekggambarkan
tentang integrasi pendekatan peraturan wajib dasyaippaya preventif dan
pendidikan yang melindungi rantai makanan secaiseldauhan. Jadi sistem
pengawasan makanan yang ideal seharusnya mencak@ggkan persyaratan
hukum yang efektif, bersama dengan pelatihan dandig&an, program
penjangkauan masyarakat dan kemajuan kepatuharretuk&osialisasi dan
penerapan syarat hygiene sanitasi pada saat @endsuatu usaha industri
jasaboga sudah wajib dilakukan, pengenalan peraiekpteventif terhadap
Hazard Analysis Critical Control PointHACCP) telah mengakibatkan industri
harus mengambil tanggung jawab yang lebih besandalengendalian risiko
keamanan makanan. Pendekatan terpadu seperti ioudadkan peningkatan
perlindungan konsumen, merangsang pertanian daistmgengolahan makanan
secara efektif, dan memajukan perdagangan makdoraastik dan internasional.

Untuk menerapkan standardisasi yang baik dalamnbidsaha makanan
dibutuhkan biaya yang besar dan serangkaian pyasegstidak mudah dan murah.
Di Indonesia, tidak semua pelaku usaha yang bétgiiaidang industri makanan
sanggup untuk memenuhi standar pengelolaan makemanbaik. Masih banyak
kasus di mana industri pangan (baik disengaja/tidslengaja tidak mentaati
Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangag lyarlaku). Banyak
kasus/masalah, mulai dari berbagai jenis dan meoklyk makanan yang di

perdagangkan dalam keadaan tidak layak untuk dimalidak bermutu dan

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaypaisaerjadinya
keracunan makanan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat deaagaer secara tidak
langsung meningkatkan daya kritisi masyarakat tlapasuatu produk atau jasa
yang dijual juga semakin “tajam.” Saat ini konsunseidah mulai jeli dan kritis
dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa, hal ini dijkinkan dengan semakin
mudahnya meng-akses berbagai informasi baik mengeatu barang/jasa atau
kejadian yang berhubungan dengan suatu barangyjjasg terjadi ditengah
masyarakat. Itu semua merupakan salah satu indikatobuhnya kesadaran
konsumen terhadap keamanan makanan dan isu-isttakuaerta peningkatan
permintaan untuk informasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis blsoth melakukan
penelitian terhadap penerapan syarat hygiene samptaduksi makanan yang
dihasilkan oleh suatu perusahaan yang bergeraklaing restoran yaitRizza Hut
Indonesia.Pizza Hutindonesia sudah memiliki cabang hampir di selwrnlayah
di Indonesia dan merupakan salah satu restoraesa@ridi Indonesia. Dengan
pengalaman bergerak di bidang restoran selama &6 gdlun enam) tahun di
Indonesia, tentulah bukan hal yang mudah untuk neeta@ipankan eksistensinya
di industri jasa makanan dan minuman. Diperlukaatisgtrategi dan manajemen
yang baik dalam menciptakan makanan dan mempeiahastandar mutu
makanan yang layak di konsumsi oleh konsumen Irglardi hampir 200 (dua
ratus) cabang yang tersebar di seluruh wilayahriasia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan terselkat yaag menjadi judul
dari penulisan ini adalaRerlindungan Konsumen Terhadap Persyaratan Hygiene

Sanitas pada Restoran (Studi Mengenai Penerapan Syarat Hygiene Sanitasi oleh
Pizza Hut Indonesia).
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1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaratds, maka penulis
merumuskan masalah ini dalam beberapa rumusaun,sgdtagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan tentang persyaratan hygieitasgada restoran
dihubungkan dengan UU Perlindungan Konsumen.
2. Apakah Pizza Hut Indonesia telah memenuhi persyaratan hygiene
sanitasi sesuai dengan peraturan yang ada dalagkaranemberikan

perlindungan konsumen.

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dan manfaat penelitian ini adalatuku mengetahui
penerapan atas diberlakukan peraturan perundarajigad Perlindungan
Konsumen, dan adanya jaminan kepastian hukum daphgerlindungan
konsumen. Adapun yang menjadi tujuan khusus daelgen ini adalah sebagai
berikut:

1. Menjelaskan bagaimana tanggung javwibza HutIndonesia terhadap
makanan yang dihasilkan dihubungkan dengan kewejd@aku usaha
berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2009 Tentang PerlgamiuiKonsumen.

2. Menjelaskan apakah produk makanan yang dihasilken Pizza Hut
Indonesia sudah sesuai dengan persyaratan hygamtss dan UU
nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pamaferundang-
undangan lainnya.

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adakbagai pengemban wacana
ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perlindungamskmen. Manfaat lain
dari penelitian ini juga diharapkan dapat membentkbusi kepada:

1. Penulis, ahli hukum, praktisi, Pemerintah, parawaisyang sedang
mempelajari ilmu hukum, seluruh konsumen dan pagkkp usaha
untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentantamgaag dikaji
terkait dengan implementasi undang-undang perligdnnkonsumen
terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelakwawsdhm kaitannya

dengan persyaratan hygiene sanitasi.
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2. Pelaku Usaha dalam memahami dan mengerti tentalayapan jasa
restoran dalam menyajikan makanan yang bersih elsat sesuai dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Konsumen mengenai perlindungan dan upaya hukum yhmgjiki
setiap konsumen dalam mengkonsumsi barang dan geta
meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamaodukfmakanan

(product safetydan isu-isu kualitas makanan.

1.4 Definisi Operasional

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjddsar dalam
pengumpulan data. Dalam pemakaian praktis, defoperasional dapat berperan
menjadi penghilang bias dalam mengartikan suatimalksud yang biasanya
dalam bentuk tertulis. Definisi operasional adatidiinisi (batasan pengertian)
sesuatu konsep yang mengandung kejelasan dan &ategaengenai deskriptor
(aspek-aspek yang terkandung atau tercakup) darkatod (tanda-tanda
keberagaman atau variabilitas) konsep yang akatitditu, yang terukur (bisa
dan mudah diukur). Dapat dilihat beberapa istilah yang digunakan dalam
penulisan ini yaitu :

1. Perlindungan konsumendalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakmer

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danjata yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingarseindiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak urdiperdagangkah.

3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupak teérwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskampuratidak dapat
dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakaierdymakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumén.

®Tatang M. Mirin. "Konsep, konstruksi, definisi opsional, dan definisi konseptual dalam
penelitian."tatangmanguny.wordpress.com. http: figteanguny.wordpress.com/2009/05/30/defini
si-operasional-dan-konseptuBliakses tanggal 25 Maret 2011.

" Indonesiandang-Undang Perlindungan KonsuméiJ No. 8 tahun 1999, Pasal 1.

8 |bid., Pasal 1 ayat 2.

° |bid., Pasal 4 ayat 4.
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4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekeafaanprestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan kdelsumert?

5. Pelaku usahadalah setiap orang perseorangan atau badan usska,
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukamg
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usdddam berbagai
bidang ekonomi:

6. Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kratswu Hazard
Analysis Critical Control Point(HACCP) adalah suatu analisis yang
dilakukan terhadap bahan, produk, atau proses umbgkentukan
komponen, kondisi atau tahap proses yang harus apaticin
pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk menjaatimva produk
yang dihasilkan aman dan memenuhi persyaratan giéetgpkan'?

7. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah gmgabyang langsung
disajikan®®

8. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komgasiglruang lingkup
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untukuditempat
usahanya’

9. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa paayan bertempat
disebagian atau seluruh bangunan yang permaneamgidpi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuakmyimpanan,
penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagiudi tempat

usahanya’

%1pid., Pasal 1 ayat 5.

1 bid., Pasal 1 ayat 3.

12 Standar Nasional Indonesids®m Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis
(HACCP) serta pedomanny&NI Nomor 01-4852-1998.

13 Departemen Kesehatateputusan Menteri Kesehatan Tentang Persyaratarigngg
sanitasi Rumah Makan dan Restor&epmen Kesehatan No. 1098/ MENKES/SK/VI1/2003,
Pasal 1.

%|bid., Pasal 1 ayat 1.

'3 bid., Pasal 1 ayat 2.
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10. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk meagkad faktor
makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yaref dégu mungkin
dapat menimbulkan penyakit atau gangguan keselatan.

11. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan mentengkapannya
digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atangendalikan
faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikieesehatan manusia
antara lain sarana air bersih, jamban, peturasdmras limbah, tempat
cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakiegsja (ocker),
peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan rhdmianya serta
peralatan kesehatah.

12. Penjamah makanan adalah orang yang secara landmrhgbungan
dengan makanan dan peralatan mulai dari tahapaparsi pembersihan,
pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.

13. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teyarsy dibakukan,
termasuk tata cara dan metode yang disusun bekdas&onsensus
semua pihak yang terkait dengan memperhatikan tsypasat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan higenkembangan
iimu pengetahuan dan teknologi serta pengalamakepgrangan masa
kini dan masa yang akan datang untuk memperolehfaaiaryang
sebesar-besarnya.

14. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yaaiukael kegiatan
pengelolaan makanan yang disajikan di luar temgaha atas dasar
pesanarf’

15. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihanstaamdar kesehatan
yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atagegeh hidupnya

jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasatk framnya agar

'®bid., Pasal 1 ayat 4.

7 bid., Pasal 1 ayat 6.

'8 bid., Pasal 1 ayat 8.

9 |ndonesia, Peraturd®emerintah Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pan§&hNomor
28 Tahun 2004.

% Departemen Kesehatafeputusan Menteri Kesehatan Tentang Persyaratarietigg
sanitasi Jasaboga@Permenkes No. 715/MENKES/SK/V/2003.
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pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak memyzaan kesehatan
dan jiwa manusi&.

16. Pengolahan adalah kegiatan yang meliputi penerintedran mentah
atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bgemgemasan dan
pewadahar.

17. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah matigak,

termasuk bahan tambahan makanan dan bahan perblong.

1.5 Metode Penelitian Hukum

Metodologi berasal dari kata metode yang beradiah ke”, yang
demikian dapat menurut kebiasaan metode dirumusliamgan kemungkinan
adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu danseAdapun tipologi
penelitian dari sudut sifatnya merupakan penelittarkum normatif® yang
ditujukan untuk menggambarkan suatu masalah daldmtansi hukum terkait
dengan kualitas bahan baku makanan yang diprodul&bi pelaku usaha dan
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen aepaggguna jasa.

Menurut bentuknya penelitian ini adalah penelitidiagnostik®® yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seb&adse¢imbulnya suatu gejala
ditujukan untuk mengetahui penyebab adanya perayatuengenai perlindungan
konsumen. Menurut tujuannya adalah penelitiact finding”’ yaitu ditujukan
untuk menemukan fakta mengenai ada atau tidakngentken yang mengatur
dan melindungi konsumen terhadap kerugian yangndiilkan dari kualitas
bahan baku makanan pada restoran/rumah maRaatu penelitian yang
menghubungkan penelitian murni dengan penelitieapte, masalah yang diteliti
berdasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antaori dengan praktik,
penelitian ini disebut juga dengaroblema focused researcymitu mengkaji
permasalahan mengenai substansi hukum dengan nidagk&eori kepastian

L |bid. Pasal 1 ayat 10.

*2|pid.

%3 |bid.

4 Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukuntet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2006), hal. 43.

*®bid, hal. 46.

%% |bid.

" Ibid, hal. 48.
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hukum?® Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitimmendisiplineryaitu
hanya mengkaji permasalahan yang ada dengan digipli hukum?®

Dalam rangka penelitian mengenai tanggung jawabkpelisaha dalam
menyediakan produk yang bermutu bagi konsumenndaladi kasus dPizza

Hut, maka dipergunakan metode penelitian sebagaiuierik

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliiaradalah metode
pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau proseghng digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti stander terlebih dahulu
untuk kemudian meneliti data primer yang ada dauhegan.

Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah tgja berdasarkan
peraturan yang berkaitan dengan produksi makananpdaanganan makanan
yaitu :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlinduigersumen.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang No.7 Tahun 2003 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Eeam mutu dan

- 4

gizi pangan.

5. Kepmenkes Nomor 715 Tahun 2003 tentang Persyarbiygiene
Sanitasi Jasaboga.

6. Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyandiayene

Sanitasi Rumah Makan & Restoran.

1.5.2 Spesifikasi Pendliltian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini l@dlamenggunakan
penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian nga bertujuan menggambarkan

keadaan nyata, kemudian data yang diperoleh di@sndiscara kualitati®

28 |bid.

29 Sri Mamudiiet al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukidmkarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h@él. 2

%9 Ronny Hanintijio SoemitraVletodelogi Penelitian Hukum dan Jurimei@iakarta:
Ghalia Indonesia, 1983), hal. 116.
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Penelitian desrikriptif dilakukan dengan cara malkéin keadaaan yang
menjadi objek persoalannya dan bertujuan membermgjenbaran mengenai hal
yang menjadi pokok permasalahannya, dalam halemiahg penjagaan kualitas
makanan yang di produksi oléizza Hutindonesia, sehingga dapat dianalisis dan
akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat omuwalam skripsi ini,
penulis menggunakan peraturan perundang-undangam bherhubungan dengan
perlindungan konsumen pada umumnya kemudian ddéaittengan prosedur
penjagaan kualitas makanan yang dilakuR&za Hutindonesia dalam menjaga

mutu makanan yang diproduksinya.

1.5.3 Subjek dan Objek Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukamulgan skripsi ini
mengambil objek penelitian sebuah restoran y&izra HutIndonesia untuk
meneliti apa yang dilakukan oldPizza HutIndonesia untuk menjaga kualitas
makanan yang diproduksinya.

Sedangkan yang dijadikan subjek penelitiannya ad#aggung jawab
produsen makanan dalam rangka penyediaan makanag lyarmutu bagi

konsumen, khususnyizza Hutindonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu hal yang penting dan harus datiem setiap
penyusunan suatu karya ilmiah yang sangat berguag peneliti dalam
memecahkan permasalahan atau mencari jawaban asaiah yang dihadapi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakanulge dalam
penulisan adalah data primer, yaitu data yang diplerdangsung dari masyarakat
atau dari lapangani’ Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui
wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperaidrmasi dengan
bertanya langsung dengan orang yang diwawancarBenelitian dengan

menggunakan wawancara dilakukan dengan pejabatdianguk oleh Pizza Hut.

31 Mursalah dan MursanefPedoman Membuat Skrips{Jakarta:Haji Masagung, 1981),
hal . 10.
%2 0p Cit, hal 57
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Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari {msll penelitian
pustaka, antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanghpoaeyai
kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-gagarkeputusan
pengadilan, dan yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks, dpgenelitian,
artikel ilmiah, jurnal, majalah dan surat kabar, kalah-makalah,
skripsi, tesis dan disertasi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dijadikanopeth untuk
mengkaji bahan primer dan sekunder, yang diperalah kamus,

bibliografi dan ensiklopedia.

1.5.5 Metode Analisis yang Digunakan

Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis dgtag digunakan adalah
metode analisis data kualitatif, yaitu metode amlyang tidak mengadakan
perhitungan. Metode ini dilakukan terhadap data gydalah terkumpul
kemudian dianlisis dan disusun dalam bentuk lapgeamg sistematis. Dari
laporan yang sudah sistematis tersebut kemudiarikdikesimpulan sementara.
Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvedams penelitian
berlangsung untuk  mendapatkan kesimpulan akhir  yawmigpat
dipertanggungjawabkan.

Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata caeaelgian yang
menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang diakan oleh responden secara

tertulis atau lisan dan prilaku nyata.

16 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atadirbg) bab yang terdiri dari:

BAB 1. Pendahuluan
Bab ini memuat tentang Latar Belakang, PerumusasaMh, Tujuan
dan Manfaat Penelitian, Metode Pendekatan Defilgerasional,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
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BAB 2: Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen
Bab ini akan memuat kajian tinjauan umum Hukum iRéudngan yang
terdiri dari pengertian, azas, dan tujuan hukuntinmirngan konsumen,
hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, tagggwab pelaku
usaha dan konsumen serta pembinaan dan pengawelsgremerintah

BAB 3: Tinjauan Umum Tentang hygiene sanitasi Rast&erta Pengawasannya
Bab ini terdiri dari enam sub-bab : Penggolongadustri jasaboga,
Pengaturan Hukum tentang Hygiene sanitasi MakaSatem Analisa
Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP), Hywesanitasi pada
industri jasaboga serta pengawasannya.

BAB 4 : Pembahasan
Bab ini terdiri dari empat sub-bab. Bab ini memlsaRaofile Pizza Hut
Indonesia, data yang diperoleh dari hasil penality@ng dilakukan
penulis di lapangan, dilengkapi dengan pembahasatartg tanggung
jawab produk makanan dalam rangka penyediaan makeamey bermutu
bagi konsumen, khususniazza Hutindonesia.

BAB 5: Penutup
Bab ini terdiri dari dua sub-bab berisi kesimputian saran mengenai

penelitian yang dilakukan.
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BAB |1
Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen

2.1 Pengertian, Azasdan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
2.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Pada setiap kegiatan bisnis, konsumen tidak dapaatkan dari pelaku
usaha. Adanya ketergantungan antara para pihakbtérsyang menunjang
terciptanya suatu hubungan perekonomian. Hubungdmnh antara konsumen
atas suatu produk merupakan hubungan hukum yaaly dsrkesinambungah,
hal ini dapat ditinjau dari aktivitas kedua belalhgk dalam kegiatan
perekonomian. Produsen membutuhkan dan bergantadf kepercayaan
konsumen sebagai pelanggan atas produk yang disioga®* Kepercayaan
yang diberikan konsumen kepada produsen ini akambuat bisnis usaha
produsen selalu terjamin. Selain itu, konsumenrdgié@menuhan kebutuhannya
tergantung terhadap hasil produksi dari produsgrabfla ditinjau dari perspektif
ekonomi, maka anggota masyarakat dapat dikelompoieamadi dua (2) bagian,
yaitu:

1. Produsen adalah pihak yang menghasilkan komoditia(iy dan atau

jasa dalam pengertian luas).

2. Konsumen adalah orang yang berusaha untuk mengaunakmoditi

yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupghya.

Pentingnya kesadaran untuk memberikan kedudukag seimbang antara
konsumen dan pelaku usaha melahirkan konsep penigath konsumen. Konsep
hukum perlindungan konsumen dapat diketahui menmigkna lebih mendalam.
AZ. Nasution, S.H., menyatakan bahwa hukum perlg@m konsumen adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang roengatindungi konsumen

% zakyah EryunicaTinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atasnpataan
Kadaluarsa Pada Produk Makanan dan Minuman BerdesarUndang-undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumemiesis Magister Hukum Universitas Indonesia, @aka
2006, hal. 17.

* bid.

% Ibid. hal. 18.
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dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggyraduk (barang
dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanyaam dakehidupan
bermasyarakaf. Apabila ditinjau dari perspektif pendapat AZ. N@éso, S.H.,
maka konsep perlindungan konsumen tersebut digtékkan terhadap arus lalu
lintas barang atau jasa yang dihasilkan produsemitaima terhadap masalah
penyediaan dan penggunan barang atau jasa tersebut.

2.1.2 AsasHukum Perlindungan K onsumen

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai susdha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam peguban nasional seperti yang
telah diatur dalam UUPK Pasal 2 yaitu: asas nanfeadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepiaskiam.

Berdasarkan UUPK Pasal 2 terdapat lima asas didatldakum
Perlindungan Konsumen yang sangat penting dan fdipgshatikan baik oleh
para pelaku usaha ataupun konsumen dalam menjalémakeaksi, yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPIs hagmberikan
manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pilbakurken dan
pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yadgdk&annya lebih
tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah piharus memperoleh
hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat pada Pasal 4 satepgan Pasal 7
yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsureda gelaku
usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen daakpelsaha dapat

memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannyaaeeanband’

% AZ. Nasution, S.H.,Aspek hukum Perlindungan Konsumen : Tinjauan SingkaNo.
8 Tahun 1999 (Depok, MaPPI-FHUI)
37 . . . . .
Ahmadi Miru dan Sutarman Yoddjukum Perlindungan Konsume(akarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2004), hal. 29.
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3. Asas Keseimbangan
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentirgarsumen, pelaku
usaha serta pemerintah dapat terwujud secara sagntidak ada pihak
yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jamites kleamanan
dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakedan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsuausdajunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usahtaatehukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlgaiurkonsumen,
serta negara menjamin kepastian huRém.

Secara eksplisit hak-hak konsumen memang belurardi@lam konstitusi,
namun terdapat dalam beberapa pasal dalam UndasgagnDasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengakonhmad-hak konsumen,
yaitu :

Pasal 28 H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan lmatbertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan tseesta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 34 ayat (3):
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilp@tayanan kesehatan

dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

2.1.3 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

UUPK ditujukan sebagai landasan hukum yang kuat pamerintah dan
lembaga perlindungan swadaya bagi masyarakat sepagaakilan konsumen
dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonaanig ymerugikan bagi
kepentingan konsuméhDalam UUPK Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa yang

dimaksud perlindungan terhadap konsumen adalaHasagaya yang menjamin

% |bid.
39 AZ. Nasution, SH.Qp.Cit. hal. 8.
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adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungasikmen. Adapun tujuan-
tujuan tersebut diatur lebih lengkap dalam UUPksaP8 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandioasuknen untuk
melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif dari pemakanlgaatau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilinemukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nrehgey unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaesakantuk
mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yangr juan
bertanggungjawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang manj&kelangsungan
usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keank@myamanan, dan
keselamatan konsumen.

Tujuan umum UUPK adalah melindungi kepentingan kamsn, dan dsatu
sisi menjadi “pecut’” bagi pelaku usaha untuk mekatkgan kualitasnya.
Pengaturan Pasal 3 UUPK merupakan pengaturan meangguman khusus dari
perlindungan konsumen. Ke-enam tujuan khusus demindungan konsumen
akan berlaku secara maksimal apabila didukung dodeluruh subsistem
perlindungan yang diatur dalam UUPK, tanpa mendalpafasilitas penunjang
dan kondisi masyarakét.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bakimdang-Undang
Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabarah il dari hak asasi
manusia. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Komsunadalah wujud
tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sigtetindungan konsumen,

sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku uaghatumbuh sikap jujur

40 Ahmadi Miru dan Sutarman Yod@®p. Cit.,hal 34-45.

19

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yaggipakan pengakuan
harkat dan martabatnya.

Dalam perkembangan baru dalam masyarakat dewas&hansusnya di
negara-negara maju, semakin meningkatnya perhatezthadap masalah
perlindungan konsumen yang sejalan dengan menmgkatperlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena ik jjibnsumen yang dipandang
lebih lemah hukum perlu mendapat perlindungan lddakar di banding masa-
masa yang lalu.

Konsumen menjadi subyek aktifitas bisnis untuk mprkeuntungan yang
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Sehubungasndesighal di atas, Gunawan
Wijaya dalam buku Hukum Tentang Perlindungan Koremmmenyebutkan
sebagai berikut: "salah satu faktor yang menjaderkahan konsumen adalah
tingkat kesadaran akan haknya masih sangat reritlah.”

Kelemahan konsumen tersebut memerlukan suatu kerentuntuk
mewujudkan kepastian hukum tentang perlindungarsikoen dilakukan dengan
maksud sebagai berikut:

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nrehgey unsur

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamiaskiem hukum.

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya ldgpentingan
seluruh pelaku usaha pada umumnya.

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari graksaha yang
menipu dan menyesatkan.

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pemgatu
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang penigaln pada
bidang-bidang laif?

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut magarldkannya suatu

ketentuan yang mengatur untuk mewujudkan adanyaskiep hukum dan hal ini

“! Gunawan Wijaya dan Ahmad Yamukum Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia,
(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.1 Taboo, hal.12).

*bid. hal.12.

43 Sofyan Lubis, SH.Quo Vadis Perlindungan Konsumehttp://www.kantorhukum-
Ihs.com/details_artikel hukum.php?ids8faksegpada tanggal 13 Februari 2011.
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akhirnya melahirkan asas kepastian hukum yang me&kan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

2.2 Pokok-pokok Dalam hukum Perlindungan Konsumen
2.2.1 Pelaku Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defipisidusen adalah
mereka yang menghasilkan suatu bahan atau barengjreengelola suatu jasa
untuk digunakan oleh pihak lain (konsumen).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19%htahg
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usdalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berlbdgadak hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atdakmlean kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik semdaupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usddlam berbagai bidang
ekonomi. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan l@ahyelaku usaha yang
termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaapokasi, BUMN, koperasi,
importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian pelalhaisnenurut UUPK
sangat luas, bukan hanya produsen melainkan hipibg& terakhir yang menjadi
perantara antara produsen dan konsumen, sepenj dgé&ibutor dan pengecer
(konsumen perantara).

Ketentuan dalam Undang-undang di atas dapat khiarkan ke dalam
beberapa syarat, yakni:

a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang secmarang diri
melakukan kegiatan usaha.

2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secarsabea-sama
melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat digeldan
kedalam dua kategori, yakni:

a) Badan hukum. Badan usaha yang dapat dikelompokkasalam
kategori badan hukum adalah yayasan, perseroamtasridan

koperasi.
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b) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketigak badan
usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badanamusbbkan
badan hukum, atau sekelompok orang yang melakukgmatian
usaha secara insidentil. Misalnya, pada saat matal mogok
karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yaagawarkan
untuk mendorong mobil kita dengan syarat merekardimbalan
Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikabaggi badan
usaha dan bukan badan hukum.

b. Memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :
1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Neg&apublik

Indonesia.

2) Melakukan kegiatan di wilayah hukun Negara Repuloidonesia.
3) Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan padanjeamja

2.2.2 Konsumen

Dalam kamus bahasa, istilah konsumen merupakan lzimasa dari
consumel(Inggris-Amerika) yang secara harafiah berartesegng yang membeli
barang atau menggunakan jasa, atau seseorang @fw @erusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasanterteéAda pula yang
memberikan arti lain, yaitu konsumen yang berarétiap orang yang
menggunakan barang atau jasa.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Rlerigan Konsumen
dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang @enhakang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi keperiragjri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidakudrdiperdagangkafi.

Sekalipun semua orang mengerti bahwa sangat sulikumembuat suatu
batasan tentang pengertian konsumen tanpa memuaagbe kekurangan

didalamnya, R. Setiawan mencoba memberikan batpsagertian konsumen

4 UU PK No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengekti@msumen yang dimaksud
adalah konsumen akhir.
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sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sahestgggunakan barang/jasa
untuk suatu kegunaan terteritu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orataam batasan
diatas adalah orang alamiah maupun orang yangtakeip oleh hukum (badan
hukum). Unsur “mendapatkan” juga digunakan dalantadza ini, karena
perolehan barang atau jasa oleh konsumen tidalbsajsarkan suatu hubungan
hukum (perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjagkg dan sejenisnya), tetapi
juga mungkin terjadi karena pemberian sumbangatiahéhadiah atau yang lain,
baik yang berkaitan dengan suatu hubungan komersapun dalam hubungan
lainnya (non komersial). “Mendapatkan secara saldlah mendapatkan suatu
barang atau jasa dengan cara-cara yang tidak tergam dan atau /melawan
hukum.

Selanjutnya unsur “kegunaan tertentu” memberikdoktakur pembeda
antara berbagai konsumen yang dikenal (konsumemraadan konsumen akhir).
Tergantung untuk kegunaan apakah suatu barangeatitu diperlukan. Apabila
kegunaan tertentu itu adalah untuk tujuan mempmidokrang atau jasa lain dan
atau untuk dijual kembali (tujuan komersial), méka akan berhadapan dengan
konsumen antara. Apabila kegunaan tertentu ituaadahtuk tujuan memenuhi
kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganyta delak untuk dijual
kembali (tujuan non-komersial), maka konsumen tarsadalah konsumen akhir.
David L. Loudon dan Albert. J Della Bitta, menyaaakbahwa konsumen akhir
mempunyai arti sebagai individu-individu yang meilkdn pembelian untuk
memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rueradganyd®

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalahap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalasyanakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, prau makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkanPenjabaran lebih lanjut diatur dalam penjelasan
Pasal 1 angka 2 UUPHKaitu: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen

akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalalgguma atau pemanfaat

> R. SetiawanPokok-Pokok Hukum Perikata@tk. Keenam, Putra Abardin, Bandung,
1999, hal. 68

“®David. L. Loudon & Albert. J. Della BettaCbnsumer Behavior: Concepts and
Applications” Mc Graw-Hill Book Comp; 1984. New York.
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akhir dari suatuproduk, sedangkan konsumen antara adalah konsueg y
menggunakarsuatu produk sebagai bagian dari proses produketu sproduk
lainnya.

Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalabumen akhir.”
Tidak semua barang yang telah melalui proses psddian langsungampai ke
tangan konsumen. Oleh karena itu, konsumen dapatidkan menjadionsumen
antara dan konsumen akhir, seperti yang telahagiein padaenjelasan Pasal 1
angka 2 UUPK.

AZ. Nasution membagi konsumemenjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Konsumen dalam arti umum, adalah setiap orang yaegdapatkan

barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapabarang
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan mentiawahg dan/atau
jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan koraBrsi

c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang amatdan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan metn&ebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tanggaayatidak untuk
diperdagangkan kembali (non komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa adalah goatan jasa kapital
berupa bahan baku dan bahan penolong atau kompmaremproduk lain yang
akan diproduksinya kembali. Jika ia distributoruapedagang, maka barang yang
ila jual merupakan barang setengah jadi atau bajadg Sedangkan bagi
konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah batangasa konsumen.

Barang atau jasa konsumen merupakan barang atawgagy digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga ataualutangganyd.Selain tiga
macam konsumen di atas, Tim Hukum Perlindungan #oes (selanjutnya
disebut Tim Hukum) yang dibentuk oleh Menteri Kelhan RI pada tahun 1998,
menafsirkan pengertian pemakai yang digunakan dadangertian konsumen
dalam Pasal 1 angka 2 UUPK ini dengan dua pengdeia yaitu pengguna dan
pemanfaat. Rincian dari pengertian tersebut adalah:

47 AZ. Nasution (a)Op. Cit.,hal. 15.
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a. Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai bbeaagg-barang
yang tidak menggunakan listrik atau elektronikapest pemakaian
pangan, sandang, dan papan, dsb.

b. Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakangHzarang
yang mengandung listrik atau elektronika, sepeemnggunaan lampu
listrik, radio tape, televisi atau komputer.

c. Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfagtsajasa
konsumen, seperti jasa kesehatan, jasa angkutsen,pengacara, jasa

pendidikan.

2.2.3.Badan Perlindungan K onsumen Nasional
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah lemlyagg menurut
UUPK Pasal 31 adalah badan yang dapat memberikayauperlindungan
terhadap konsumen yang memiliki fungsi memberikarars dan pertimbangan
kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan pergad konsumen di
Indonesid? Sementara untuk menjalankan fungsinya tersebutrBRddindungan
Konsumen mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerdakm rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungasudean.
b. Melakukan  penelitian  dan pengkajian  terhadap peatu
perundangundangan yang berlaku di bidang perlinglukgnsumen.
c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau yasg menyangkut
keselamatan konsumen.
d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan komsuswadaya
masyarakat.
e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenarlinoeingan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakad&dmnsumen.
f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konswaenmasyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyaraka, @elaku

usaha.

“8 Indonesia (a)Qp. Cit Pasal 33.
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g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsuni@alam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada #&yatB@dan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja s&ngash organisasi

konsumen internasiondl.

2.2.4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya M asyarakat (L PK SM)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikangherag terhadap

keberadaan organisasi konsumen atau Lembaga Rewjad Konsumen

Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang dituangkan dalasaP44 ayat (1) yaitu:

Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumedas/a masyarakat yang
memenuhi syarat. Kemudian dalam rangka melinduegiektingan konsumen
dan membela hak-hak konsumen yang dirugikan, LPK8NUgas:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkamad@sn atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam keersgimsi barang
dan atau jasa.

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlykann

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayavujodkan
perlindungan konsumen.

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, asem
menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan mksiyaeahadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

2.2.5.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
BPSK adalah badan yang dibentuk di setiap Daeralgkai 1l. BPSK
dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumeradigengadilan.
Menurut UUPK Pasal 47:
“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadiigselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk darrnyasa@anti rugi

dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjatidak akan terjadi

“bid. Pasal 34.
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kembali atau tidak akan terulang kembali kerugieeny diderita oleh

konsumen.”

Hal ini ditegaskan lagi dalatdUPK Pasal 48:
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadil@@ngacu pada
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku deng@mperhatikan

ketentuan dalam Pasal 45.”

Badan ini mempunyai anggota-anggota yang terdini dssur-unsur
kegiatan usaha, yakni unsur pemerintah, unsur knesudan unsur pelaku usaha.
Setiap unsur tersebut berjumlah tiga orang, athars@k-banyaknya lima orang,
yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan olehtdvielalam hal ini adalah
Menteri Perindustrian dan Perdagancfan.

Keanggotaan Badan ini terdiri dari Ketua yang jugarangkap anggota,
Wakil Ketua yang merangkap anggota, dan anggotgasedibantu oleh sebuah
Sekretariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 585alB1 UUPK. Didalam Pasal
54 ayat (1) dan (2) UUPK juga menyatakan bahwandaienyelesaikan sengketa
konsumen dibentuk Majelis yang terdiri dari seciké 3 (tiga) orang anggota
yang dibantu oleh 1 (satu) orang panitera. Putysaug dijatuhkan oleh Majelis
BPSK itu bersifat final dan mengikaBPSK wajib menjatuhkan putusan selama-
lamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimagygatan dan keputusan itu
wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jang&ktw?7 (tujuh) hari sejak
putusan tersebut telah diterima olehffya.

Apabila pelaku usaha merasa keberatan dengan putdsielis BPSK,
maka ia dapat mengajukan keberatannya kepada Remgilégeri dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari. Pengadilan Negeri yaagerima keberatan pelaku
usaha akan memutus perkara tersebut dalam jangkt & (dua puluh satu)
hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Selaygytpeluang untuk mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap keputusaga#itan Negeri ini
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) diani Mahkamah Agung wajib

* Indonesia (b)Op. Cit.,Pasal 49.
*|bid, Pasal 54 ayat (3).
*2|bid, Pasal 55.
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mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 (tig@hpinari sejak diterimanya
permohonan kasaSi.

Dari keseluruhan proses persidangan berdasarkantkah UUPK tersebut,
dapat dilihat bahwa penyelenggaraan keadilan belgkp usaha yang jujur dan
bertanggung jawab maupun pihak konsumen dimudatkandipercepat karena
putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dajdtitkan dalam jangka
waktu yang relatif pendek, yakni maksimum 100 (sesahari. Tampak bahwa
pemberdayaan konsumen dan juga dukungan padakpetddangan pelaku usaha

yang jujur dan bertanggung jawab menjadi titik jp¢idn perumus UUPK.

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
2.3.1 Hak Konsumen

Di dalam kehidupan masyarakat sangat banyak hakkbakumen sadar
atau tidak sadar sering terabaikan atau dilangr para pelaku usaha, baik
dalam sektor perbankan/di lembaga pembiayaan, jetekomunikasi dan
transportasi, maupun dalam penawaran produk batangasa pada umumnya
melalui praktek-praktek iklan yang menyesatkan désarkan UUPK Pasal 4, hak
yang dimiliki konsumen adalah

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ellagkonsumsi
barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untukjangn keamanan
dan keselamatan konsumen dalam penggunaan baramgasta yang
diperolehnya, sehingga konsumen, dapat terhindarkeaugian (fisik
maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu préduk.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta meikiap barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukekaladisi serta jaminan
yang dijanjikan. Hak ini dimaksudkan untuk membankkebebasan
kepada konsumen untuk memilih produk-produk teatesgisuai dengan
kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luadaBarkan hak untuk

memilih ini konsumen berhak untuk membeli atauKlitierhadap suatu

*3|bid, Pasal 58.

¥ AZ. Nasution,Op. Cit.,hal. 230.

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudblukum Perlindungan KonsumergJakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, hal. 41.
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produk, demikian pula keputusan untuk memilih Kaalidan kuantitas
jenis produk yang dipilihny&€Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai
suatu kesenjangan dan pertentangan yang dialaaraasiatu kenyataan
dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila koesukepenuhannya
tidak terpenuhi, ia akan menunjukan perilaku kece8e&baliknya jika
kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan memperlihgikalaku yang
gembira sebagai manifestasi rasa puashya.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur geeai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informassangat penting
karena tidak memadainya informasi yang disampakiegada konsumen
ini merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitiy dikenal dengan
cacat produk yang tidak memadai. Hak atas informasig benar
dimaksudkan agar konsumen mempunyai gambaran yamgy bentang
suatu produk, karena dengan informasi tersebutukoas dapat memilih
produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhanesta serhindar dari
kerugian akibat kesalahan dengan penggunaan pebthfkrmasi yang
merupakan hak konsumen diantaranya adalah mengersanfaat
penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta tadgnprodusen dari
produk tersebut.Informasi tersebut dapat disampaikan baik secaaa i
maupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencakém pada label
yang melekat pada kemasan produk maupun melalan-iklan yang
disampaikan produsen baik media cetak maupun elaktf’

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasgatan/atau jasa
yang digunakan. Hak untuk didengar ini merupakak dei konsumen
agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untukngt@ndarkan diri dari
kerugian®* Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbadaydray
berkaitan dengan produk-produk tertentu apabilaormési yang

diperoleh tentang produk tersebut kurang memadau aberupa

*® Ipid.

> A. A. Anwar Prabu MangkunegarBerilaku KonsumenCet. 1, ( Bandung : Eresco,
1998), hal. 6.

°% |bid.

%9 |bid.

% |bid.

®% |bid.

29
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



pengaduan atas adanya kerugian diakui akibat peaggusuatu produk
atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang skahijakan

pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan konslihtéeik ini dapat

disampaikan secara perorangan baik secara koldkik yang

disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatublega tertentu
misalnya melalui YLKI

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, gayaipenyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hakieitu saja
dimaksudkan untuk memulinkan keadaan konsumen tgalg dirugikan
akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan koesuHak untuk
memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan dgarsumen
memperoleh kemampuan maupun keterampilan yang lakaer agar
dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaadysokarena dengan
pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan daggadi lebih kritis
dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutamk

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bemar jdjur serta tidak
diskriminatif. Hak untuk diperlakukan dan dilayasecara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan sukgama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, dan status sosial lainfiya.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dam/aenggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidsles@lengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya. Hak atas gantugieer ini
dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telahadierusak (tidak
seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau ymsg tidak
memenuhi harapan konsuméh.Hak ini sangat terkait dengan
penggunaan produk yang telah memberikan konsumknyaag berupa

kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut (dakit, cacat

®2 |bid.
% |bid.
% Ibid, hal. 46.
% |bid, hal. 44.
% |bid.
7 bid.
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bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikanirhalentu saja
harus melalui prosedur tertentu, baik yang disétasasecara damai di
luar pengadilan maupun diselesaikan melalui petaadi

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturanunuEmg-undangan
lainnya;

j. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang berddn sehat.
Dianggap sangat penting bagi setiap konsumen dgkungan, sehingga
para konsumen berhak untuk memperoleh informasangnketerkaitan
penggunaan produk mereka dan lingkungan hiélup.

Menurut pendapat mantan Presiden Amerika, JohreRn&dy yang pernah

mengemukakan empat hak dasar konsumen adalah:

1. The right to safe products;

2. The right to be informed about products;

3. The right to definite choices in selecting products

4. The right to be heard regarding consumer interésts.

2.3.2. Kewajiban Konsumen
Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajibaka s@bagai subyek
hukum, selain mempunyai hak-hak, konsumen juga megg kewajiban-
kewajiban. Berikut adalah kewajiban-kewajiban konen yang diatur dalam
Pasal 5 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungarsioen :
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pfosgpemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keardan&eselamatan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali konsumetaki memperoleh
manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan darighkonsumsi suatu
barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugiaseteut terjadi karena
konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dansgaur pemakaian
yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Oleh kaiten konsumen
berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petumpirmasi dan

prosedur pemakaian atas pemanfaatan barang danjasau demi

% Miru dan Yodo,Op. Cit.,hal. 47-48.
9 Gunawan Widjaja dan Ahmad YaniHtikum Tentang Perlindungan Konsunien
PT. Gramedia Pustaka Utama , 2000, cet. ketige hal
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keamanan dan keselamatan, karena sering kali pelsiana telah
memberi peringatan menyangkut pemakaian produkablell produk
mereka. Namun apabila konsumen tidak melakukan jkeavanya maka
pelaku usaha lepas dari tanggung jawab merekalagaljadi kerugian
yang diderita konsumen akibat dari penggunaan prauereka’”

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembebanang dan/atau
jasa.ltikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akartransaksi.
Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen tegfh&a@aang dan jasa
yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh dsgu

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakKathsumen perlu
membayar barang dan jasa yang telah dibeli, teatdagigan nilai tukar
yang disepakati. Kewajiban ini merupakan suatu riket umum dan
memang sudah sepatutnya demikian.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pemigdn konsumen
secara patutketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa telal
didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikasalama tersebut
dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar pesaieh masalah
sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jdak tditemui titik
penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan dengan mdrajkan norma
dan prosedur yang berlaku. Hal ini dimaksudkan kimhendapatkan

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsuacanaspatut

2.3.3. Hak Pelaku Usaha adalah:
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mentiilid. Hak pelaku
usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengaap&ieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atasa jayang
diperdagangkanDalam hal ini, konsumen tidak dapat menuntut jika
kondisi barang dan/atajasa yang diberikan kepada konsumen kurang

sesuai dengan harga yabgrlaku pada umumnya atas barang dan/atau

O Miru dan Yodo,Op. Cit.,hal. 47-48.
" Lihat perbedaannya denghmlonesia (b)Op.Cit.,Pasal 4 huruf e.
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jasa yang sam@Hal ini dikarenakan harga yang diperoleh pelaku usaha
merupakan kesepakata antkomsumen dan pelaku usaha.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindak@msumen yang
beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya tindgenyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukitega hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/alan jasa yang
diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plmng-undangan
lainnya’®

Hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepad&kpe usaha

merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Kesvekewajiban sebagai
pelaku usaha. Dan implementasi dari kewajiban-kéamnj pelaku usaha inilah
yang merupakan wujud dari tanggung jawab pelakithais®engan kata lain
pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban-kewajilzaratalah pelaku usaha

yang tidak bertanggung jawab karenanya layak umekdapatkan sanksi.

2.3.4 Kewajiban Pelaku Usaha
Sehubungan dengan kepastian hukum perlindungarukuars di berbagai
negara, khususnya di negara-negara maju dan diadumernasional telah
dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang benkdengan tanggung
jawab produsen pfoduct liability), terutama dalam rangka mempermudah
pemberian kompensasi bagi konsumen yang mendegitagian akibat produk
yang diedarkan di masyarakat. Kewajiban Pelaku &sagnurut UUPK Pasal 7 :
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanyt #&bandingkan
dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Huk®endata,
tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. KagindUPK pelaku

usaha selain harus melakukan kegiatan usaha déilgahbaik, ia juga

2 Miru dan Yodo,Op. Cit.,hal. 50.

3 Indonesia (c)Undang-undang Tentang Perlindungan KonsurbkhNo. 8 tahun 1999,
LNRI Tahun 1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 3821, Pasal 6

M. Ali Mansyur, Penegakkan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam
Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 79.
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harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondtgsipa persaingan
yang curang antar pelaku usaha.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujungemai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peajelpenggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara beanujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduttan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar ratdanddan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengan/athu
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta mejaberian dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangodigangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti@s kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan bdearigtau jasa
yang diperdagangkan;

0. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggardaigabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tisiduai dengan
perjanjian.

Seperti telah dijabarkan diatas mengenai kewajkemajiban pelaku usaha,

maka kewajiban tersebut juga sangat erat kaitardgr@gan tanggung jawab

pelaku usaha yang akan dibahas selanjutnya.

2.4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usahardiatalam Bab IV
UUPK, yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dengasd& 8 sampai dengan Pasal
17. Selain pelaku usaha pabrikan dan pelaku usahli#dtor (dan jaringannya),
juga meliputi pelaku usaha periklanan. Pada dasasgluruh larangan yang
berlaku bagi pelaku usaha pabrikan juga dikenakagi lpara pelaku usaha
distributor, dan tidak semua larangan yang dikenakagi pelaku usaha

distributor dikenakan bagi pelaku usaha pabrikan.
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Satu hal yang juga perlu diperhatikan di sini batmalang-Undang secara
tidak langsung juga mengakui adanya kegiatan useftgangan:

a. Yang dilakukan secara individual,

b. Dalam bentuk pelelangan, dengan tidak membedakas #au macam

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

c. Dengan pesanan;

d. Dengan harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu

Pada dasarnya Undang-Undang tidak memberikan pertakang berbeda
kepada masing-masing pelaku usaha yang menyeletggarkegiatan usaha
tersebut, sepanjang para pelaku usaha tersebular@@n secara benar dan
memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dagatrtanggungjawabkan,
serta tidak menyesatkan konsumen yang akan memakaun atau memakai atau
memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberiksebid.

Ketentuan Pasal 8 merupakan ketentuan umum, yatakbesecargeneral
bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di &sia@fi Larangan tersebut
meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanalagiakan produksi dan/atau
perdagangan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standay gigpersyaratkan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih agtiiw,ndan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label eiiket barang
tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan jdarah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewatau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket ataerdmgjan barang
dan/atau jasa tersebut,

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisisgsopengolahan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimapatakan dalam

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yafp. Cit Hal. 10.
"% Lihat juga Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 T&0@9 Tentang Kesehatan.

35
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalaabel|l etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan baranfptianjasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkaktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas bteesgiput.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara hakdbagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasamdparang memuat
nama barang, ukuran, berat / isi bersih atettq komposisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namaalzamat pelaku
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangraot ketentuan
harus di pasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuRgganaan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuandpag:undangan
yang berlaku.

Secara garis besar laranngan yang dikenakan daaah  Undang-Undang

tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangankpgkaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidaknewuhi syarat dan
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipateai dimanfaatkan
oleh konsumen;

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tiadar, dan tidak
akurat, yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu behgvang dan/atau jasa
pada dasarnya berhubungan erat dengan karaktedatik sifat dari barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kedayaproduk tersebut
merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhu adanilki oleh suatu
barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang danjasa tersebut dapat
diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakas. l@andar minimum
tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi émEmngan umum”, namun
sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebjlat. Untuk itu, informasi
menjadi menjadi suatu hal yang penting bagi konsurnmdormasi yang demikian
tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mafajnkan juga dari berbagai

sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertargjgwabkan sehingga pada
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akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membatabg dan/atau jasa yang

sebenarnya tidak layak untuk diperdagandkan

2.5 Tanggungjawab Pelaku Usaha

Dalam halnya terjadi permasalahan antara pihak kpelasaha dan
konsumen maka menurut UUPK pelaku usaha harusnggiiag jawab sebagai
berikut:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gartatag kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat raesgkisi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddmaupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan&sawang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehataratdanfjpemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturandpeg-undangan
yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggarduwa (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada(fyafan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutamaid@rdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur késal.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dah (2y tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan &akesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsuffen.

2.6 Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pemerintah:

Gambaran mengenai tujuan perlindungan konsumesbigtrsliatas tentunya
tidaklah terlepas dari pada peran pembinaan, yategrdhal ini menurut Pasal 29
Undang — Undang Perlindungan Konsumen adalah tagggawab dari
pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri danfaignteri teknis terkait untuk

melakukan kordinasi atas penyelenggaraan perlirmturigpnsumen, sehingga

" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yafp. Cit hal. 39.
8 Indonesia (b)Op.Cit., Pasal 28.
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menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha dilaksanakannya
kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Fungsi pembinaan yang terdapat dalam Pasal 29 UAdRlah:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan peggeman
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnikskbasumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban kossudan pelaku
usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraanindogrgan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksa oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakk&ardinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumemagaeiana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan i@t antara
pelaku usaha dan konsumen.

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.

5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta inglestnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang indarigan
konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembipaayelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Featef’

Selain pembinaan faktor penting selanjutnya adaéatgawasan yang dalam

UUPK termuat dalam Pasal 30 yang berbunyi:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungasurken serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangdisgfanggarakan
oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perliratungonsumen
swadaya masyarakat.

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksual gt (1)

dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri telarisait.

9 Ibid. Pasal 29
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3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindukgasumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang danjasa yang
beredar di pasar.

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud gpadg3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yasrgakin dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau mentaristekengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undgagarberlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat lelabaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapatbadigaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepadaiVidah menteri
teknis.

6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaitimaaiesud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan derRgmnaturan Pemerintdh.

Namun perlu disadari bagi masyarakat pada umumraiav® fungsi

pengawasan dan pembinaan tidak semata-mata teHataka pada pemerintah,
disini masyarakat atau konsumen juga mempunyai jkeavauntuk melaksanakan
fungsi pengawasan dan pembinaan bagi produsemgsghidapat terciptanya
suatu konsepcheck and balanceantara konsumen dan produsen. Dengan
demikian, kewajiban untuk berhati-hati bukan hangldboebankan kepada
produsen, tetapi juga kepada konsumen. Hal inirbdsahwa kewajiban untuk
berhati-hati bukan semata-mata menjadi tanggun@haprodusen berdasarkan
kepatutan, tetapi juga kewajiban ini ditujukan ssfap konsumen sebagai

pencegahan timbulnya kerugian.

% |bid. Pasal 30.
81 Nurhayati Abbas, Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen dan Impiesiaya
Pada Produk PangahDisertasi Program Pasca SarjanaUniversitas Hekin, Makasar. 2002.
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BAB |11
Tinjauan Umum Tentang Hygiene sanitasi
Jasaboga (Restoran) Serta Pengawasannya

3.1 Penggolongan Jasaboga (Restoran)

Saat ini usaha jasa makanan dan minuman adalah ysalg memberikan
prospek yang cerah jika dilakukan dengan benaraBgypayang keuntunganpun
ada di pelupuk mata saat kita memulai usaha irdakiheran, banyak sekali
bermunculan usaha jasaboga, baik dari skala rum@hgga restoran.

Namun banyak yang tidak sadar, baik dari pengusagapun konsumen
yang tidak tahu bahwa dalam memulai usaha jasabagaslah memiliki izin
yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini @Birkesehataft.Berbagai
persyaratan pun harus dipenuhi saat seseorang rkembsaha jasaboga,
tergantung dari kriteria atau golongan usaha teitséb

Yang dimaksud dengan jasaboga adalah perusahaampet@angan yang
melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang dasajk luar tempat usaha
atas dasar pesanaSedangkan pengolahan dari jasaboga itu sendirialadal
kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah a@kanan terolah,
pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan penatiaRestoran
merupakan bagian dari usaha jasaboga. Restoraahasilah satu jenis usaha jasa
pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangyang permanen,
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untukses pembuatan,
penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan daonman bagi umum di
tempat usahany4.

Usaha jasaboga dibagi menjadi tiga golongan, yg&luingan A, B, dan C
yang golongan tersebut berdasarkan luas jangkaglaggman dan kemungkinan

besarnya risiko yang dilayani.

8 Menteri Kesehatan (a), Keputusan Menteri Keseh@gpublik Indonesia Pasal 2 Nomor
1098/ MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygi&anitasi Restoran dan Restoran.
8 Menteri Kesehatan (b), Keputusan Menteri KesehBepublik Indonesia Nomor
715/MENKES/SK/V/2003 Tentang Persyaratan Hygiesmgtasi Jasaboga.
84 [a;
Ibid.
8 Menteri Kesehatan (a@)p. Cit.,Pasal 1.

40
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



Jasaboga golongan A yakni yang melayani kebutuhasyanakat umum,
yang terdiri dari A1, A2, dan A3. Sedangkan golands yakni jasaboga yang
melayani kebutuhan khusus seperti asrama penampigmgaah haji, perusahaan,
pengeboran lepas pantai, angkutan umum dalam nefgerisebagainya. Untuk
golongan C yakni jasaboga yang melayani kebutulmbmkualat angkutan umum
internasional dan pesawat udara.

Terdapat beberapa kriteria serta persyaratan yang ldipenuhi pengusaha
saat memulai usaha di bidang jasaboga adalah :

1. Golongan A, yang terdiri dari :

a. Golongan Al dengan kriteria melayani kebutuhan rmedsat umum,
menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola keduaerta kapasitas
pengolahan yang kurang dari 100 porsi.

b. Golongan A2 dengan kriteria melayani kebutuhan madsat umum,
menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjak@amgd kerja
(karyawan), dan kapasitas pengolahan antara 10p&GQ

c. Golongan A3 dengan kriteria melayani kebutuhan m@dsat umum,
menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan teresiga(karyawan)
dan kapasitas pengolahan yang lebih dari 600 fforsi.

2. Golongan B

Dengan kriteria melayani kebutuhan khusus untularmaar seperti asrama

penampungan jemaah haji, asrama transito, pengebtepas pantai,

perusahaan, angkutan umum dalam negeri dan selpagammenggunakan
dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja (kan)dv

3. Golongan C
Dengan kriteria melayani kebutuhan alat angkutamuraninternasional dan
pesawat udara, menggunakan dapur khusus dan menmaeketenaga kerja
(karyawan)?®

8 Menteri Kesehatan (bi)p. Cit.,Pasal 2
8 Ibid.
8 |bid.
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Adapun yang meliputi persyaratannya adalah :
1. Golongan A, yang terdiri dari :
a. Golongan Al :
1) Ruang pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebsaysg tidur.
2) Menyediakan ventilasi yang cukup.
3) Pembuangan udara kotor/asap tidak menimbulkan gamgderhadap
lingkungan.
4) Tersedia tempat cuci tangan yang permukaannya hddus mudah
dibersihkan.
5) Tersedia sedikitnya satu buah lemari es sebagapaerpenyimpanan
makanan mudah basi.
b. Golongan A2 :
1) Memenuhi persayaratan jasaboga golongan Al.
2) Ruang pengolahan makanan harus dipisahkan dengag lain.
3) Dilengkapi alat pembuangan asap dari dapur.
4) Tersedia sedikitnya satu buah lemari es untuk nmepgn makanan yang
cepat busuk.
5) Tersedia tempat penyimpanan dan ganti pakaian.
c. Golongan A3 :
1) Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A2.
2) Ruang pengolahan makan terpisah dengan bangungaatténggal.
3) Pembuangan asap dari dapur dilengkapi denganeiaymangan asap dan
cerobong asap.
4) Tempat memasak terpisah secara jelas dengan tpmpaapan makanan.
5) Tersedia lemari pendingin yang dapat mencapai sfiCelcius.
6) Tersedia kendaraan pengangkut makanan yang khuans hanya
digunakan untuk mengangkut makanan jadi.
7) Alat atau tempat angkut makanan harus tertutup semap dibuat dari

bahan kedap air dan mudah dibersihkan.

# Ibid.
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8) Kotak yang digunakan sekali pakai untuk mewadahkanan harus
mencantumkan nama perusahaan, nomor izin usaha, lagc hygiene
sanitasi.

9) Jasaboga yang tidak mempunyai kotak dalam penygj&n harus
mencantumkan nama perusahaan, nomor izin usaha lsgkthygiene
sanitasi di tempat penyajian yang mudah diketamiim?

2. Golongan B yakni :

a. Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A3.

b. Pembuangan air kotor dilengkapease trappemisah lemak).

c. Pertemuan lantai dan dinding tidak terdapat sudati agar tidak menjadi
tempat berkumpulnya kotoran.

d. Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar yaegpisah dari ruang
pengolahan makanan.

e. Dilengkapi penangkap asapod, alat pembuangan asap dan cerobong
asap.

f. Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permuksdns dan mudah
dibersihkan.

g. Setiap peralatan dibebashamakan dengan larutanrikatau air panas
selama 2 menit.

h. Setiap tempat pengolahan makanan dilengkapi teropeit tangan yang
diletakkan didekat pintu.

I. Ruang pengolahan makanan terpisah dengan ruanggatt@enyimpanan
bahan makanan mentah.

j. Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat npaicauhu -10 °C
sampai -5 °C?

3. Golongan C yakni :

a. Memenuhi persyaratan jasaboga golongan B.

b. Dilengkapi penangkap asapopd, alat pembuang asap, cerobong asap,
saringan lemak yang dapat dibuka dan dipasang utihésinkan secara
berkala.

c. Dilengkapi alat pengatur suhu ruangan.

% pid.
*!bid.
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d. Tempat pencucian alat dan bahan terbuat dari b&dgam tahan karat
sepertistainless steel.

e. Air untuk pencucian peralatan dan cuci tangan harampunyai tekanan
sedikitnya 5psi.

f. Tersedia lemari penyimpanan dingin untuk makanaarseterpisah sesuai
dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan.

g. Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untilanb&ering,
makanan terolah dan bahan yang tidak mudah membusuk

h. Rak penyimpanan makanan harus mudah dipindah demgamggunakan
roda penggerak.

3.2 Pengaturan Hukum tentang Hygiene sanitasi Makanan

Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakapakanakanan
yang aman akan melindungi dan mencegah terjadieyggkit atau gangguan
kesehatan lainnya. Keamanan makanan pada dasadajyahaupaya hygiene
sanitasi makanan, gizi daafety.

Ukuran keamanan makanan akan berbeda satu oraggrderang lain, atau
satu negara dengan negara lain, sesuai denganabddaykondisi masing-masing.
Untuk itu perlu ada peraturan yang menetapkan natamstandar yang harus
dipatuhi bersama. Di tingkat internasional dikedahgan standacodex yang
mengatur standar makanan dalam perdagangan interabgang disponsori oleh
WHO dan FAOQ?

WHO merumuskan tiga pilar tanggung jawab dalam keegan makanan yaitu :
1. Pemerintah yang bertugas dalam :
a. Menyusun standar dan persyaratan, termasuk petaganggiene sanitasi
secara nasional.
b. Melakukan penilaian akan terpenuhinya standar @assypratan yang telah
ditetapkan.
c. Memberi penghargaan bagi yang telah mentaati keatenian menghukum

bagi yang melanggar ketentuan.

2 bid.
%Codex Alimentariushttp://www.codexalimentarius.net/web/index_en.pjunduh
tanggal 31 Mei 2011.
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d. Menyediakan informasi dan memberikan penyuluhan kiamsultan atau
perbaikan.

e. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan baik memlismedis maupun
penunjang.

2. Pengusaha Makanan dan Penanggung Jawab Produksivbgban :

a. Menyusun standar dan prosedur kerja, cara prodidsy baik dan aman.
Mengawasi proses kerja yang menjamin keamanan krodakanan.
Menerapkan teknologi pengolahan yang tepat dareefis

b. Meningkatkan keterampilan karyawan dan keluargardalam cara
pengolahan makanan yang higenis.

c. Mendorong setiap karyawan untuk maju dan berkembang

d. Membentuk Assosiasi atau Organisasi Profesi Pehgugiakanan.

3. Masyarakat dan Konsumen khususnya, berkewajibamdal

a. Mengolah dan menyediakan makanan di rumah tangggaman.

b. Memilih dan menggunakan sarana tempat pengolah&amaa yang telah
memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan (laikemggganitasi).

c. Memilih dan menggunakan makanan yang bebas daanbaérbahaya bagi
kesehatan seperti pewarna tekstil, borax, formatiakanan yang sudah
rusak atau kadaluwarsa.

d. Menyuluh anggota keluarga untuk mengkonsumsi makgaag aman.

e. Melaporkan bila mengetahui terjadi kasus keamanaakaman seperti
makanan yang tidak laik, keracunan makanan atagguem kesehatan
lainnya akibat makanan.

f. Membentuk organisasi konsumen untuk membantu patabri dalam
menilai makanan yang beredar.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Isgomaenegaskan bahwa
standar keamanan dan kesehatan merupakan hak al@gyaang memang

dijamin oleh Undang-undarig.

% Indonesia (c)Op. Cit.Pasal 4.
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Setidaknya ada beberapa Undang-undang dan Pera®@amdang-undangan
yang ingin penulis tekankan dalam penulisan skiipsiaitu
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerliganriKonsumen

Ruang lingkup yang menekankan kepada hak konsualamdnemperoleh

suatu jaminan kepastian hukum. Undang-Undang PRleriigan Konsumen

merupakan landasan dasar bagi konsumen Indonesik umelindungi
dirinya dari tindakan pelaku usaha yang dapat nieang Meskipun
ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, dahg-Undang

Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk meraatipelaku usaha.

Sebab dengan adanya Undang-Undang Perlindunganuens pelaku

usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatklaya saingnya

dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Dalasal BaUndang-

Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa artuju

diundangkannya Undang-undang tersebut adalah untuk:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemand#oisumen untuk
melindungi diri;

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian aamatau jasa;

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilénemukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nrehgey unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaesakantuk
mendapatkan informasi,

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yangr jaan
bertanggung jawab dalam berusaha,;

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang jamam
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasagh&tan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
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b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang tentang kesehatan juga menekankapabgientingnya
suatu peningkatan taraf kesehatan masyarakat @ tderajat yang
setinggi-tingginya®
Pada Ketentuan Umum Undang-Undang Kesehatan diksgbeécara tegas
itikad pemerintah dalam mewujudkan penyelenggatdeessehatan, dapat
dilihat melalui:

Pasal 1ayat 1l
“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisiigntal, spritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hjghgpluktif secara

sosial dan ekonomis.”

Pasal 6
“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yarigasbagi pencapaian

derajat kesehatan.”

Pengaturan khusus tentang pengamanan makanan dammam juga
mendapatkan perhatian, dapat dilihat pada

Pasal 111 ayat (1)

“Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk mag&gardarus

didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesetia

Ayat (2)
“Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setekidapat izin edar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undahga

Secara tegas pula diatur mengenai ketentuan jikkamaam atau bahan
makanan/pangan yang tidak memenuhi standar dan p¢asyaratan
kesehatan atau membahayakan kesehatan maka didiestegkan, ditarik
dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang bétiégala upaya
penyelenggaran kesehatan dalam bentuk kegiatanadempgndekatan

% Indonesia (d)Undang-Undang Tentang Kesehat&asal 9 ayat (2).
% bid. Pasal 111 ayat (6)
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pemeliharaan kesehatanprgmotif), pencegahan penyakitpréventij,

penyembuhan penyakikyratify dan pemulihan kesehatarelfabilitatif)

yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu daedieambungaf

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 dejed@s dan tegas

disebutkan tentang pengaturan, pembinaan dan pasgavpangan, sebagai

berikut :

1) Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamamtu dan
gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;

2) Terciptanya perdagangan pangan yang jujur danrggyteng jawab;

3) Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan hasge ywajar dan
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan sartiasiiy dengan ketentuan

sebagai berikut :

Pasal 4

“Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalagidtan atau proses

produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peaedaangan.”

Pasal 5
“Sarana dan atau prasarana yang digunakan dalam yeéenggaraan
kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengaag dan atau

peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sainiitas

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penygdeagn kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan pasadaran pangan

wajib :

1) Memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan ataelakeatan
manusia.

2) Menyelenggarakan program pemantauan sanitasi Seedla.

3) Menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pé¢asysaaitast

" |bid. Pasal 47
% Indonesia (e)Undang-Undang Tentang Pangahlomor 7 Tahun 1996.
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d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentaagnianan, Mutu dan Gizi

Pangan

Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik harus redrapkan aspek

keamanan pangan dengan cara:

1) Mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh centacdogis, kimia,
dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan nieyakan
kesehatan.

2) Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogerta
mengurangi jumlah jasad renik lainnya.

3) Mengendalikan proses antara lain pemilihan bahdw,bpenggunaan
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasanmpangn dan
pengangkutan serta cara penyajiantiya.

e. Kepmenkes Nomor 715 Tahun 2003 tentang Perayakygiene Sanitasi

Jasaboga.

Selain mengatur mengenai penggolongan jasabogarasé&busus diatur

pula mengenai penyelenggaraan industri jasabogaeimyaratan hygiene

sanitast'”
f. Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Pat@maiHygiene Sanitasi

Rumah Makan & Restoran.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa rumakamalan restoran

dalam menjalankan usahanya harus memenuhi syagatneysanitasi. Di

dalam ayat (2) persyaratan hygiene sanitasi yangsithpenuhi adalah

a. Persyaratan lokasi dan bangunan;

b. Persyaratan fasilitas sanitasi;

c. Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang nrgkana

d. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;

e. Persyaratan pengolahan makanan,;

f. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan nmajeha

g. Persyaratan peralatan yang digunakan.

% Indonesia (f)Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dain fingan PP
No. 28 Tahun 2004, Pasal 9.
1% Menteri Kesehatan (bp. Cit.,Pasal 8.
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3.3 Penerapan Persyaratan Hygiene sanitas Jasaboga pada Restoran dan

Rumah Makan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK2003
Tentang Persyaratan Hygiene sanitasi Restoran DamaR Makan menjelaskan
bagaimana memproduksi makanan agar bermutu, aman lajmk untuk
dikonsumsi Persyartaan hygiene sanitasi merupakan salahfaltor penting
untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yaegukan untuk makanan.
Aman dikonsumsi artinya produk makanan tersebukticthengandung bahan-
bahan yang dapat membahayakan kesehatan ataunketeiamanusia. Layak
dikonsumsi artinya makanan tersebut keadaannya atotitiak menyimpang
seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpantan.® Hal ini juga menjadi
pokok pemikiran utama dalam Hukum Perlindungan Kiamen bahwa konsumen
berhak memperoleh hak atas kenyamanan, keamanarkes&tamatan dalam
mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkansumen untuk
memperoleh barang yang terjamin keamanariiya.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pangan Nahdn 1996 maka
penerapan standar mutu untuk produk pangan dan and@iam proses produksi
telah menjadi suatu kewajibam@ndatory yang harus dijalankan oleh para
produsen makanan® Dengan berkembangnya industri jasaboga yang
menghasilkan makanan yang bermutu dan aman untk&nslimsi, maka
masyarakat pada umumnya akan terlindung dari pgamgan mutu makanan
dan bahaya yang mengancam kesehdfeRestoran dalam menjalankan usahanya
harus memenuhi syarat hygiene sanitasi dengannt@gar terciptanya makanan
yang sehat dengan cita rasa tinggi serta dapatnggaag selera makan. Dalam
kerangka berpikir yang besar bahwa penerapan hggsamitasi di industri
restoran bertujuan untuk memberikan kepastian damnpn keamanan dalam

mengkonsumsi makanaff

191 Ananda Pragana,Good Manufacturing Practicess (GMP) of Food Indust€ara
Produksi Makanan yang Baik (CPMB).” http://anandgyablogspot.com/good-manufacturing-
practices-gmp-of.htmiDiunduh tanggal 26 Maret 2011.

192|1ndonesia (c)Op. Cit, Pasal 4.

193 bid.

1% |ndonesia (e)Qp. Cit.,Pasal 3.

1% prof. Dr. H. Soedjajadi Keman, MS., Ph.C5jstem Pengawasan Makanan di
Indonesig’ Universitas Airlangga.
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Pesyaratan hygiene sanitasi mencakup cara-carakmiogang baik dari
sejak bahan mentah masuk ke restoran sampai prddhasilkan, termasuk
persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipeddsipun persyaratan yang
harus dipenuhi adalah sebagai beriRut:

1. Lingkungan Sarana Pengolahan
Pencemaran makanan dapat terjadi karena lingkuysyao kotor. Oleh karena
itu, lingkungan di sekitar sarana pengolahan ha&euswat baik, bersih dan
bebas dari tumbuhnya tanaman liar. Mengingat linglim yang kotor dapat
menjadi penyebab pencemaran makanan, maka dak sgjal pendirian
Restoran, perlu dipertimbangkan berbagai hal yaregkditan dengan
kemungkinan pencemaran terseljut.
a. Lokasi

Secara ideal industri pangan yang baik dan sehatisenya berada dilokasi

yang bebas dari pencemaran. Oleh karena itu patlangmbangun restoran

hendaknya beberapa hal di bawah ini dipertimbangleagan matang:

1) Restoran hendaknya jauh dari lokasi industri yandalh mengalami
polusi yang mungkin dapat menimbulkan pencemaranngya
membahayakan terhadap makanan.

2) Restoran hendaknya tidak berlokasi di daerah yamdaim tergenang air
atau banjir karena sistem saluran pembuangan aitidgk berjalan
lancar. Lingkungan yang demikian menjadi tempaké&®ibangnya hama
seperti serangga, parasit, binatang mengerat, danba.

3) Restoran hendaknya jauh dari tempat yang merupaksang hama,
khususnya serangga dan binatang mengerat sekasti ti

4) Restoran hendaknya jauh dari daerah yang menjagiatepembuangan
sampah baik sampah padat maupun sampah cair atauwdg daerah
penumpukan barang bekas dan daerah kotor lain.

5) Restoran hendaknya jauh dari tempat pemukiman gemkdyang terlalu

padat dan kumuh?®

1% Menteri Kesehatan (aQp. Cit, Pasal 9.
197 Hiasinta. A. Purnawijayanti, Sanitasi, Hygienen ¢@selamatan Kerja Dalam
Pengelolahan Makanan, Yogyakarta; Kanisius, 2008), 1., hal. 16.
108 |a;
Ibid.
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b. Lingkungan

Untuk mempertahankan lingkungan, maka lingkungamushaelalu dalam

keadaan bersih dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sampah dan bahan buangan lainnya harus dikumpgktap saat di
tempat khusus dan segera dibuang atau didaur wdehongga tidak
menumpuk dan menjadi sarang hama.

2. Tempat-tempat pembuangan sampah hendaknya sel@on d@adaan
tertutup untuk menghindari bau busuk dan mencegahcgmaran
lingkungan.

3. Sistem pembuangan dan penanganan limbah harus daaikselalu
dipantau agar tidak mencemari lingkungan.

4. Sistem saluran pembuangan air harus selalu berj@aocar untuk
mencegah genangan air yang mengundang hama.

5. Sarana jalan hendaknya dikeraskan atau diaspalditamgkapi dengan
sistem drainase yang baik agar tidak tergenan® air.

2. Bangunan dan Fasilitas Jasaboga (Restoran)
Bangunan, peralatan, dan fasilitas sarana pengoldaa sejak awal telah
dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehinggatdagnjamin bahwa
bahan pangan selama dalam proses pengolahandidekiar baik oleh bahan-
bahan biologis seperti mikroba dan parasit, atdab&imia dan kotoran lain.
Bangunan seharusnya dibuat dengan rancangan udakrhudah dimasuki
oleh hama seperti binatang mengerat, burung, sgaasign hama lainnya. Tata
letaklayout dapur harus diatur sedemikian rupa sehingga kegia¢ngolahan
berjalan teratur dan tidak simpang siur. Demikiangaj fasilitas
pengolahan/penyimpanan makanan sepsending chiller, walk in chiller,
freezer work table harus memiliki penempatan yang baik agar terjamin
terhindarnya kontaminasi silang pada produk makanasalnya oleh bahan
mentaht*°

3. Peralatan Pengolahan
Peralatan pengolahan makanan harus dipilih yangamutibersihkan dan
dipelihara agar tidak mencemari makanan. Sebaikpgaalatan yang

199 pid. hal. 17.
10 hid., hal. 18.
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digunakan mudah dibongkar dan bagian-bagiannya mdidiepas agar mudah
dibersihkan. Sedapat mungkin hindari peralatan yarguat dari kayu, karena
permukaan kayu yang penuh dengan celah-celah alirdibersihkan. Jika
mungkin gunakan peralatan yang terbuat dari baleng ykuat dan tidak
berkarat seperti bahan aluminium atau baja taheat l&ainless stegi
Demikian juga peralatan-peralatan yang digunakantukunmemasak,
memanaskan, mendinginkan, membekukan makanan, kreradgerbuat dari
logam seperti aluminium atau baja tahan karat aghu proses yang sudah
ditentukan dapat cepat tercapai. Peralatan henda#lisysun penempatannya
dalam jalur tata letak yang teratur yang memungkinfiroses pengolahan ber-
langsung secara berkesinambungan dan karyawan dapagerjakannya
dengan mudah dan nyaman. Peralatan yang dilengk@pgan penunjuk
ukuran seperti timbanganhermometer pengukur tekanan, pengukur aliran
udara dan sebagainya, hendaknya dikalibrasi spéapde waktu tertentu agar
data yang dihasilkan teliti damalid. Dalam mengendalikan tahap-tahap
pengolahan yang kritis, kalibrasi peralatan merapakal yang tidak bisa
diabaikan'*
4. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi
Adanya fasilitas dan kegiatan sanitasi di restdrartujuan untuk menjamin
bahwa ruang pengolahan dan ruangan lain dalam bhangserta peralatan
pengolahan terpelihara dan tetap bersih sehingggame produk makanan
bebas dari kotoran dan cemaran lain. Untuk melakldegiatan tersebut maka
haruslah memperhatikan beberapa hal:
a. Suplai Air
Suplai air harus berasal dari sumber air yang adsmjumlahnya cukup
untuk memenuhi seluruh kebutuhan pencucian/pentiz@rsipengolahan,
dan penanganan limbah. Sumber dan saluran air kepgrluan lain seperti
untuk pemadam apioiler, dan pendinginan harus terpisah dari sumber dan
saluran air untuk pengolahan. Pipa-pipa air yandpdoa ini hendaknya
diberi warna yang berbeda pula untuk membedakagsfuarnya. Air yang
mengalami kontak langsung dengan makanan harus modnpersyaratan

1 pid.
12 pid.
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seperti persyaratan pada bahan baku air minum.kUnenjamin agar air
selalu ada, sarana penampungan air disediakaned@n serisi air dalam
jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembuangan Air dan Limbah
Restoran harus dilengkapi dengan sistem pembuasigaan limbah yang
baik berupa saluran-saluran air atau selokan yamsga@ing dan dibangun
sedemikian rupa sehingga tidak mencemari sumber bansih dan
makanari*®

c. Fasilitas Pencucian/Pembersihan
Proses pencucian atau pembersihan sarana pengoladrmasuk
peralatannya adalah proses rutin yang sangat gemtituk menjamin mutu
dan keamanan produk makanan yang dihasilkan olatu sadustri. Oleh
karena itu, industri harus menyediakan fasilitasicpeian/pembersihan
yang memadai. Fasilitas pencucian/pembersinan hdisggliakan dengan
suatu rancangan yang tepat. Fasilitas pencuciabgsihan untuk
makanan hendaknya dipisahkan dari fasilitas penolj@embersihan
peralatan dan perlengkapan lainnya. Fasilitas peac(pembersihan harus
dilengkapi dengan sumber air bersih dan sumbguaaias untuk keperluan
pencucian/pembersihan peralatdn.
Kegiatan pembersihan dan sanitasi hendaknya digakalkkup sering untuk
menjaga agar ruangan dan peralatan tetap bersimbdPgihan dapat
dilakukan secara fisik dengan cara penyikatan, @@pyotan dengan air,
atau penyedotan dengan pembersin vakum. Dapat pegabersihan
dilakukan secara kimia dengan menggunakan detdrgsa, atau asam, atau
gabungan dari cara fisik dan kimia. Jika diperlykaara desinfeksi
(pencucihamaan) dapat dilakukénKegiatan pembersihan dan desinfeksi
harus diprogramkan dan harus menjamin bahwa seagiarbrestoran dan
peralatan telah dibersihkan dengan baik, termasrkbprsihan alat-alat

pembersih itu sendiri. Program pembersihan damfidsi harus dilakukan

13 bid. hal. 20.

14 pid.

15 Eriawan Rismana. M. S., “Mengenal Bahan Kimia dfesisi.”
http://www.scribd.com/doc/3116447/Mengenal-Bahamig-Desinfeksi diaksepada tanggal
25 Maret 2011.
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terus-menerus secara berkala dipantau ketepatarefé&tivitasnya serta

dicatat.

Catatan program pembersihan harus mencakup:

1) Luasan, benda, peralatan atau perlengkapan yang tidnersihkan.

2) Karyawan yang bertanggung jawab terhadap pembaersib@ara dan
frekuensi pembersihan.

3) Cara memantau kebersihd@h.

d. Fasilitas Hygiene Karyawan

Fasilitas hygiene karyawan harus disediakan untekjamin kebersihan

karyawan dan menghindari pencemaran terhadap makgaiéu:

1) Tempat mencuci tangan yang dilengkapi dengan safanduk atau alat
pengering tangan.

2) Tempat ganti pakaian karyawdactker.

3) Toilet yang selalu bersih dalam jumlah yang cukupuk seluruh
karyawan. Toilet hendaknya ditempatkan pada lok@sik langsung
berhubungan dengan ruang pengolafan.

e. Penerangan
Sistem penerangan baik melalui penyinaran sinaamaait maupun melalui
lampu-lampu harus memenuhi persyaratan yaitu disgatlemikian rupa
sehingga ruang pengolahan cukup terang dan karydeat mengerjakan
tugasnya dengan teliti dan nyanidn
5. Sistem Pengendalian Hama
Hama berupa binatang mengerat seperti tikus, bursegangga dan hama
lainnya adalah penyebab utama terjadinya pencentaraadap makanan yang
menurunkan mutu dan keamanan produk makanan. Baygaknakanan,
terutama yang berserakan, akan mengundang ham& orasuk ke dalam
Restoran dan membuat sarang di sana. Untuk mencegi@mgan hama,

program pengendaliannya harus dilakukan, yaitu lonela

19bid.
17 Hiasinta,0p. Cit hal.15.
118 pid.
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a. Sanitasi yang baik.

b. Pengawasan atas barang-barang dan bahan-bahanmgsulx ke dalam
restoran. Praktek-praktek hygiene yang baik akamcegah masuknya
hama ke dalam tempat pengolahan makatan;

1) Mencegah Masuknya Hama

Untuk mencegah masuknya hama, bangunan restoras tedap terjaga

dalam keadaan bersih dan terawat. Untuk mencegaukmga hama

dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a) Menutup lubang-lubang dan saluran yang memungkiihieana dapat
masuk.

b) Memasang kawat kasa pada jendela, pintu dan v&ntila

c) Mencegah supaya hewan peliharaan seperti anjing kdaing
berkeliaran di halaman restoran atau tempat pehgolmakanatt®

2) Mencegah Timbulnya Serangan Hama

Hal-hal berikut ini dapat dilakukan untuk mencegatanya serangan

hama di dalam sarana pengolahan:

a) Adanya makanan yang berserakan dan air yang tergenarangsang
timbulnya sarang hama, oleh karena itu, makanaashdisimpan di
dalam wadah yang cukup kuat dan disusun pada piasikimengenai
lantai dan cukup jauh dari dinding.

b) Keadaan di luar dan di dalam restoran harus tetegiftbdan sampabh-
sampah harus dibuang di tempat-tempat sampah yeatgdian selalu
tertutup.

c) Restoran dan lingkungannya harus selalu diperikeghatlap
kemungkinan timbulnya serangan hama.

d) Sarang hama harus segera dimusnahkan baik dendakua@ fisik
atau kimia tanpa mempengaruhi mutu dan keamanarmukro

makanart?

19pid., hal 16.
1201hid., hal 17.
121 pid., hal. 18.
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6. Hygiene Karyawan

Karyawan yang dalam pekerjaannya melakukan kongadgsung dengan

makanan dapat merupakan sumber cemaran baik tsplogiia, maupun fisik.

Oleh karena itu, hygiene karyawan merupakan saddh Bal yang sangat

penting dalam menghasilkan produk makanan yang utersan aman untuk

dikonsumsi. Praktek-praktek hygiene karyawan yaail blapat memberikan

jaminan bahwa karyawan yang dalam pekerjaannya koieda kontak

langsung dengan makanan tidak mencemari produk maakayang

bersangkutarf?

a. Kesehatan Karyawan
Karyawan yang sakit atau diduga masih membawa péniEaru sembuh
dari sakit) hendaknya dibebaskan dari pekerjaang yaerhubungan
langsung dengan makanan, karena mikrobanya dapatemeri makanan.
Karyawan yang memang sakit hendaknya diistirahatR@eberapa contoh
penyakit karyawan yang mikrobanya dapat mencemakiaman antara lain:
sakit kuning (virus hepatitis A), diare, sakit permuntah, demam, sakit
tenggorokan, penyakit kulit seperti gatal, TBC, isutuka**

b. Kebersihan Karyawan
Karyawan yang bekerja di ruangan pengolahan makaaars selalu dalam
keadaan bersih, mengenakan baju kerja serta petepgla dan sepatu.
Perlengkapan seperti baju kerja, penutup kepala, ségatu tidak boleh
dibawa keluar dari restoran. Karyawan harus setaéncuci tangannya
dengan sabun pada saat-saat sebelum mulai melagekarjaan mengolah
makanan, sesudah keluar dari toilet/jamban, sesudahangani bahan
mentah atau bahan kotor lain karena dapat mencemad&&dnan lainny&?

c. Kebiasaan Karyawan yang Jelek
Selama bekerja mengolah makanan, karyawan di bapgemgolahan
makanan hendaknya meninggalkan kebiasaan-kebiasaayeng dapat

mencemari makanan, misalnya: merokok, meludah, mata mengunyah,

122 Menteri Kesehatan (a@)p. Cit.,Pasal 9.

123 Menteri Kesehatan (bp. Cit, Pasal 5.

124 prof, H. Soedjajadi Keman, dr., MS., Ph.Bistem Pengawasan Makanan di
Indonesig’ Universitas Airlangga, Surabaya.

125 bid.
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bersin atau batuk. Selama mengolah makanan, kanyawedak
diperbolehkan memakai perhiasan, arloji, penitosbdan perlengkapan
lainnya yang jika jatuh ke dalam makanan dapat naéraypakan konsumen
yang mengkonsumsiny#.
7. Pengendalian Proses
Dalam menghasilkan produk yang bermutu dan amabsepr pengolahan
hendaknya dikendalikan secara hati-hati dan kefara-cara yang dapat
dilakukan untuk mengendalikan proses pengolaharansakantara lain:
a. Menetapkan persyaratan bahan mentah yang digunakan.
b. Menetapkan komposisi bahan yang digunakan atau ésisigormulasi.
c. Menetapkan cara-cara pengolahan yang baku setaypa te
d. Menetapkan persyaratan distribusi serta cara toatasgp yang baik untuk
melindungi produk makanan yang didistribusikan, etapkan cara
menyiapkan produk makanan sebelum dikonsumsi agaduk dalam
kondisi puncak mutuny&’
Cara-cara tersebut di atas yang sudah ditetapkass ltiterapkan, dipantau,
dan diperiksa kembali agar pengendalian proseshtetsberjalan secara
efektif. Dalam rangka pengendalian proses, untties@roduk makanan yang
dihasilkan hendaknya ditetapkan, hal-hal sebagdtuie
a. Jenis dan jumlah bahan, bahan pembantu, dan baharathan makanan
yang digunakan.
. Bagan alir yang sudah baku dari proses pengolatuan lyarus dilakukan.
Jenis, ukuran, dan persyaratan kemasan yang diganak

. Jenis produk pangan yang dihasilkan.

™ o o o

. Keterangan lengkap tentang produk yang dihasilekemdsuk nama produk,
tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa dan nomodaféaran

Di dalam proses pengolahan makanan ada tahap-yamgpdianggap penting

yang dapat berpengaruh terhadap mutu produk makgaag dihasilkan.

Tahap-tahap penting tersebut misalnya adalah kenepataran pengadukan,

pengaturan keasaman (pH), inkubasi pada suhu tiertpanggorengan pada

126 |hig.
127 pid. hal .109.
128 |pid.
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suhu minyak tertentu, waktu proses, dan sebagairgruadap tahap-tahap ini
diperlukan perhatian khusus untuk mengendalikarsggoyang sesuai yang
sudah dibakukan.
Sebagai contoh, jika pengadukan adonan tidak dieEkupada kecepatan
putaran yang sesuai mungkin saja pengadukan mergafti merata sehingga
mengakibatkan adonan gagal menghasilkan produk yaemnutu baik.
Demikian juga, jika suhu inkubasi untuk suatu psofrmentasi tidak sesuai
maka fermentasi tidak akan berlangsung dengan sewyeesOleh karena itu
terhadap tahap-tahap seperti ini perlu dilakukdibicesi agar ketepatan proses
selalu terjamin. Jika tahap-tahap penting ini bgakadengan pengendalian
terhadap bahaya bakteri patogen, misalnya pemanaada suhu tertentu,
maka tahap-tahap penting ini menjadi tahap-tahajis kiyang harus
mendapatkan perhatian secara ekstra hati-hati. nDdhal ini kalibrasi
termometer sangat penting untuk menjamin tercapaimpyoses yang
dipersyaratkan.
Untuk mengurangi resiko kontaminasi silang terhadapan makanan yang
sedang ditangani selama proses pengolahan mak&uldila upaya
pencegahan. Jika kontaminasi ini terjadi sebelunabanakanan mendapatkan
proses termal seperti pasteurisasi atau sterilisesnpaknya mungkin tidak
akan terlalu besar. Akan tetapi jika kontaminasi terjadi setelah bahan
pangan diolah maka yang terjadi adalah kontamisigeng yang merugikan.
Contoh kontaminasi silang adalah kontaminasi prothadkanan yang telah
diolah dengan bahan mentah yang masih kotor atauakwonasi produk
makanan oleh peralatan yang masih kotor. Untuk egait terjadinya
kontaminasi silang diperlukan tindakan-tindakanesggtd berikut:
a. Bahan mentah hendaknya disimpan terpisah jauh bddran makanan
yang telah diolah atau siap dikonsumsi.
b. Ruang pengolahan hendaknya diperiksa dengan bddada&p kotoran-
kotoran yang mungkin menyebabkan kontaminasi silang
c. Karyawan yang bekerja di ruang pengolahan hendakmgmakai alat-
alat pelindung seperti baju kerja, topi, sepatujrsg tangan, serta selalu

mencuci tangan jika hendak masuk dan bekerja digpangolahan.
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d. Permukaan meja kerja, peralatan, dan lantai digysengolahan harus
selalu dibersinkan dan didesinfeksi setiap selefigunakan untuk
mengolah bahan mentah terutama daging dan'tkan.

8. Manajemen dan Pengawasan
Lancar tidaknya kegiatan produksi suatu industakap industri dengan skala
kecil, menengah, maupun besar sangat ditentukah atanajemennya.
Manajemen yang baik selalu melakukan pengawasan ka&giatan-kegiatan
yang dilakukan di dalam industrinya dengan tujuaanoegah terjadinya
penyimpangan yang mungkin terjadi selama kegidtadiiakukan. Demikian
juga berhasilnya pelaksanaan produksi di suatustnidsangat ditentukan oleh
manajemen dan pengawasan ini. Untuk tujuan pengandproduksi yang
efektif, tergantung pada skala industrinya, dibkéuh minimal seorang
penanggung jawab jaminan mutu yang mempunyai tetlakang pengetahuan
hygiene yang baik. Yang bersangkutan bertanggun@glgapenuh terhadap
terjaminnya mutu dan keamanan produk makanan y#magitkan. Dengan
demikian tugas utamanya adalah mengawasi jalanng@duksi dan
memperbaikinya jika selama produksi terjadi penyngan yang dapat
menurunkan mutu dan keamanan produk makanan yéagiltian. Kegiatan
pengawasan ini hendaknya dilakukan secara rutin die@@mbangkan terus
untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yanghldifaik=*°

9. Pencatatan dan Dokumentasi
Dalam upaya melakukan proses pengolahan yang thakemdustri makanan
harus mempunyai catatan atau dokumen yang lengkapang hal-hal
berkaitan dengan proses pengolahan termasuk juddahtanggal produksi,
distribusi dan penarikan produk karena sudah kadaka. Dokumentasi yang
baik dapat meningkatkan jaminan terhadap mutu deamiknan produk
makanan yang dihasilkafi.

129 pid.
130 pig.
131 pid., hal 21.

60
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



3.4 Critical Control Point (CCP) atau Titik Kendali Kritis dan Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan
Pengendalian Titik Kritis

Terdapat dua hal yang berkaitan dengan penerapgierey sanitasi di
industri makanan yaitu CCP dan HACCRitical Control Point(CCP) atau Titik
Kendali Kritis adalah setiap titik, tahap atau asr dalam suatu sistem produksi
makanan yang jika tidak terkendali dapat menimhbulkisiko kesehatan yang
tidak diinginkan:** CCP diterapkan pada setiap tahap proses mulapdadiksi,
pertumbuhan dan pemanenan, penerimaan dan penangahan, pengolahan,
pengemasan, distribusi sampai dikonsumsi oleh koesu Batas kritisqtitical
limit) adalah toleransi yang ditetapkan dan harus dipamtuk menjamin bahwa
suatu CCP secara efektif dapat mengendalikan bahakeobiologis, kimia
maupun fisik. Batas kritis pada CCP menunjukkaad&eamanati?

Hazard Analysis and Critical Control PoilHACCP) atau Analisis Bahaya
dan Pengendalian Titik Kritis adalah suatu anayiaisg dilakukan terhadap bahan,
produk, atau proses untuk menentukan komponen,isicatdu tahap proses yang
harus mendapatkan pengawasan yang ketat dengan uptuk menjamin bahwa
produk yang dihasilkan aman dan memenuhi persyarging ditetapkan.
HACCP merupakan suatu sistem pengawasan yangdiarssincegahp{eventij
terhadap kemungkinan terjadinya keracunan ataugb@nyelalui makanati*

Sistem HACCP mempunyai tiga pendekatan pentingrakengawasan dan
pengendalian mutu produk pangan, yaitu :

a. Keamanan makananfopd safet), yaitu aspek-aspek dalam proses

produksi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit;

b. Kesehatan dan kebersihan pangawhdle-somene§s merupakan

karakteristik produk atau proses dalam kaitannyagde kontaminasi

produk atau fasilitas hygiene sanitasi;

132 Standardisasi Nasional - BSN nomor 01-4852-198@&ndar ini merupakan adopsi
secara keseluruhan dari CAC/RCP 1-1969, Rev. 37)#R8commended International Code of
Practice- General Principles of Food Hygiene- Annelkazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) System and Guidelines for Its Appiara

133 ||a;

Ibid.
%% |bid. hal 1.
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c. Kecurangan ekonomietonomic frauyl yaitu tindakan ilegal atau
penyelewengan yang dapat merugikan konsumen. Tamdak antara
lain meliputi pemalsuan bahan baku, penggunaannbmbahan yang
berlebihan, berat yang tidak sesuai dengan lalmlerglazing” dan
jumlah yang kurang dalam kemasén.

HACCP dapat diterapkan pada seluruh rantai panganpdoduk primer
sampai pada konsumsi akhir dan penerapannya hgradodnani dengan bukti
secara ilmiah terhadap resiko kesehatan manudein$eeningkatkan keamanan
pangan, penerapan HACCP dapat memberikan ketefdiraryang penting:®
Berikut adalah tujuh Prinsip HACCP vyaitu :

a. Analisis bahaya mengidentifikasi potensi bahaya gydrerhubungan
dengan produksi pangan pada semua tahapan, mulauskha tani,
penanganan, pengolahan di Restoran dan distribasipai kepada titik
produk pangan dikonsumsi. Penilaian kemungkinajaderya bahaya
dan menentukan tindakan pencegahan untuk penganialg;

b. Mengidentifikasi Critical Control Point (CCP). Menentukan titik atau
tahap prosedur operasional yang dapat dikendalikantuk
menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkingdit®ya bahaya
tersebut. CCP berarti setiap tahapan didalam psidakngan dan/atau
Restoran yang meliputi sejak bahan baku yang diteridan/atau
diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, iMigan dan lain
sebagainya;

c. Menetapkan batas kritis setiap CCP. Menetapkars biaitéas yang harus
dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kenda

d. Menetapkan sistemmonitoring setiap CCP. Menetapkan sistem
pemantauan pengendaliamdnitoring dari CCP dengan cara penguijian

atau pengamatan;

1% Fardiaz, S. 1997. “Analisis Bahaya dan Pengenaalldtik Kritis”. Pelatihan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Stafj&jan Kerjasama Pusat Studi Pangan
dan Gizi (CFNS)-IPB dengan Dirjen Dikti. Bogor, 2dli — 2 Agustus 1997.

136 [|a;

Ibid.
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e. Menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan ydagadi.
menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakarhpisil pemantauan
menunjukan bahwa CCP tertentu tidak terkendali;

f. Menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup pimgujian tambahan
dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwamsiBlACCP
berjalan efektif;

g. Menetapkan penyimpanan catatan dan dokumentasigemdrangkan
dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatgntepat untuk
prinsip-prinsip ini dan penerapannya.

Konsep HACCP dapat dan harus diterapkan pada $elorata rantai
produksi makanan, salah satunya adalah dalam mghastgan. Penerapan GMP
dan HACCP merupakan implementasi dari jaminan npatugan sehingga dapat
dihasilkan produksi yang tinggi dan bermutu olebdpisen yang pada akhirnya

akan menciptakan kepuasan bagi konsutifen.

3.5 Pengawasan

Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha dari Petad Daerah
Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undanygag berlaku. Untuk
memiliki izin usaha tersebut, Jasaboga harus miansiirtifikat hygiene sanitasi
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupatea/Rot

Pengusaha dan/atau penanggung jawab jasaboga mejijpelenggarakan
jasaboga yang memenuhi syarat hygiene sanitd&@nanggung jawab jasaboga
yang menerima laporan atau mengetahui adanya &ejalleracunan atau
kematian yang diduga berasal dari makanan yangodiisinya wajib
melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Ketanpat guna dilakukan
langkah-langkah penanggulandgén.

Untuk pembinaan teknis penyelenggaraan jasaboga pmErgawasan

pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kats@® Kabupaten/Kota.

137 Standardisasi Nasional - BSN nomor 01-4852-1998,Cit, hal 3.

138 Hubeis, M. “Menuju Industri Kecil Profesional di &r Globalisasi Melalui
Pemberdayaan Manajemen Industri”. 1997. Orasi hm@uru Besar Tetap Ilmu Manajemen
Industri, Fakultas Teknologi Industri Pertaniari IBogor.

139 Menteri Kesehatan (aQp.Cit, Pasal 2.

191bid, Pasal 9.

“11bid, Pasal 6.

63
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



Dalam rangka pembinaan, Dinas Kesehatan Kabupattn/K dapat
mengikutsertakan Asosiasi Jasaboga, organisasiegirafan instansi terkait
lainnya**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengatimuaakan
administratif berupa teguran lisan, terguran tesfidampai dengan pencabutan
sertifikat hygiene sanitasi jasaboga terhadap {#&g@abyang melakukan

pelanggaran atas keputusan'ffi.

142 pid, Pasal 10.
143 |bid, Pasal 13.
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BAB IV

Pemenuhan Persyar atan Hygiene sanitas oleh Pizza Hut Indonesia

4.1 Profile PizzaHut Indonesia
4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Pizza Hut Indonesia

Pizza Hutberdiri di Indonesia pertama kali tahun 1984 ydiaza Hut
Djakarta Theater, kemudian disusul oleizza HutPondok Indah (tahun 1985)
dan Pizza Hut Tebet (1987) dibawah PT. Trijaya Pelangi. Sedangkd.
Sarimelati Kencana (PT. SMK) berdiri pada tanggaDesember 1987. PT SMK
saat itu merupakan bagian dari PONDEROSA Group yhagpir semua
bergerak di bidang restoran. Pada tahun 1994 PijayarPelangi bergabung
dengan PT. Sarimelati Kencana, sambil membawa leetiga restoraiPizza Hut
nya PT. SMK pertama kali berpusat di Djakarta Theatkemudian di
Kemayoran. Dan hingga saat ini sebagapport Centefkantor pusat) bertempat
di Gedung Graha Mustika Ratu 1t.8, Jl. Gatot Subr&tav 74-75, Jakarta.
Sedangkan Genstore terletak di JI. Danau Suntext Bdok A3/12, Jakarta Utara.
Pada Juli 2008 PT. Sarimelati Kencana resmi bergaliengan PT. Sriboga
Raturaya (Sriboga) yang merupakan salah satu peadepung terigu terbesar di
Indonesia yang berkantor pusat di Semarédng

Dalam menjalankan usahanygizza Hutselalu berupaya mengembangkan
pelayanannya. Untuk memudahkan dalam pengklasdikgselanggan dan pasar
maka Pizza Hutmembagi target pelayanannya dalam dua kategotu yarget
pelanggan untuk keluarga yang dibagi dalam 2 ketdknyaitu:“Primary Service
Target’ dan “Primary House Target”. “Primary Service Target” diutamakan
untuk keluarga dengan anak-anak mereka yang bebusiatahun, yang mana
mencari tempat makan yang nyaman dan terjangkayitéisa membedakan
antara restoran cepat saji dan makan santai, saraéRtimary House Target”
mengutamakan keluarga dengan anak-anak mereka b@mgia 13-18 tahun,
yang mencari tempat makan yang strategis, terjangian praktis untuk
kehidupan mereka yang sangat sibuk diluar. Targeg) kedua adalah untuk para

“kerabat/teman” mungkin lebih sulit dari yang perta tapi bisa diklasifikasikan

144 Data sekunderProfile PT. Sarimelati Kencan#®izza Hutindonesia)
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sebagai anak-anak muda berusia antara 18-29 tang rpencari tempat untuk
bersosialisasi, baik di restoran maupun di rufffah.

Serviceatau pelayanan adalah kata yang selalu didengengutgkan oleh
Pizza Hut Pelayanan makan di tempat atau di rumah, dapatjetaskan
bagaimana kita berlaku lebih baik dalam pelayangraga bisa kompetitiPizza
Hut memakai istilah'Table service” dan “Home Service” untuk menjelaskan
standar kata yang biasa dipakai sepe@iasual diningatauDelivery atauTake
Away Table servicememiliki hal yang menarik khususnya di bidang de#tan
service yang mengutamakan kepuasan pelang§an

Home Servicemerupakan segmen yang penting dan sedang berkgmban
dimana segmedeliverydanTake Awaymerupakan kesempat&izza Hutuntuk
memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pelamggialam pelayanan
maupun kualitas. Kunci utamanya adalah memberikapraktisan bagi
pelanggan.

Essensi dari merlPizza Hutadalah : Pizza Huf Pizza terbaik yang
berkualitas dalam satu atag?i¢za Hut, The best Pizzas under one }doéngan
ciri khas merknya: menyenangkan, terkenal, ranthkenal Eun, Famous,
Friendly, Familia) dan jingle iklan Pizza Hut adalah Good Friend Great
Pizzadl

Strategi pengembangaRizza Hut di Indonesia tidaklah semata-mata
didasarkan pada peningkatan jumlah cabang/outiipah penjualan, namun
lebih diutamakan padaeningkatan mutu, pelayanan dan kebersihan (QSC =
Quality, Service, Cleanlinessiizza HutIndonesia pernah mendapatk@$C
Award dari Pizza HutInternational pada tahun 1989 sebagai salah saiul@
restoran terbaik di dunfé
Pizza Hutindonesia melayamustomerdi 3 segment yaitu :

1. Dine In
2. Take Away

3. Home Service Delivery?

145 bid.
148 |bid.
147 1bid. hal 5
148 |bid.
149 bid.

66
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



Pada segmenDine In ini masih tertinggi tingkat kunjungan tamu,
mengingatPizza Hutindonesia selalu memberikan pengalaman santagsttiran
dengan pelayanan yang baik dan restoran yang nyaBSeat ini Pizza Hut
Indonesia sudah memiliki 169 outlet, padahal tal20®4 Pizza Hut hanya
memiliki 84 outletDalam perkembangannyizza Hutakan melakukan ekspansi
sesuai dengan permintaan pangsa pasar yang cuiggj't?

Misi Pizza Hutlndonesia adalah menjadi pelopor restoran kelasengah
casualdi Indonesia yang menawarkan pengalaman luar lwasdizzaterbaik
dengan harga yang terjangkau
BudayaPizza Hutindonesia :

1. Memberi salam
Ramah
Memberikan pelayanan terbaik
Customer Mania
Kerja keras
Rapi
Sopan
Smart
Mandiri
10. Dapat bekerja sama dalam team witk.

Wy Y 3

Dari sepuluh budaya kerja tersebut dapat dirangkiatam istilah yang
dikenal dengan CHAMPS Cleanliness Hospitality Accuracy Maintenance
Product and SpegdCHAMPS mewakili inti dari harapan para pelanggdan
suatu pelayanan dan produk yang berkualitas.

Dalam menjalankan visi dan misinyizza HutIndonesia memiliki nilai
dasar atau nilai utama yang diseare Value. Core ValuberartiNilai Utama
dan Core Valueini sangat penting artinya sebagai landasan pleaasauntuk

%0 | ika-liku Sriboga menguasaPizza Hut http:/indocashregister.com/2009/01/04/lika-
liku-sriboga-menguasai-pizza-hut-mesin-kasliidksespada tanggal 17 Mei 2011.

151 pizza Hutindonesia, Op. Cit.,hal 3.

152 pid

133 Wawancara dengan dengan Ibu Djariepply Chain ManagemerRT. Sarimelati
Kencana, tanggal 25 April 2011, bertempat di rudntggritas” Support Centrd®T. Sarimelati
Kencana, Gatot Subroto.

67
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



berkembang. Hal inilah yang menjadi dasar bagi arimelati Kencana untuk
mencanangkarCore Valuepada tanggal 11 Februari 2001, dan diperkenalkan
kepada karyawalRizza Hutlndonsesia pada acaRM Banquet Award 2001
Core Value Pizza Hwdalah:
a. Integritasintegrity
Kita jujur dalam berpikir dan bekerja, dapat digss, tulus dan bersikap
profesional saat berhubungan dengan rekan kerJanggan dan para
supplier.
b. Keunggulan excellence
Kita melakukan pekerjaan yang lebih dari sekedamggegan tugas,
melakukan lebih dari apa yang diharapkan orang Kita terus berjuang
untuk perbaikan dan teliti dalam segala hal. Jaarikigas dengan rela
dan hadapi segala tantangan yang ada untuk menstgpadar yang
tertinggi.
c. Pertumbuhan usahayfganizational growth
Kita akan mengembangkan diri dan memperoleh kegatuaengan cara
menjadi Casual Dining Restauranyang terbaik. Kita berjuang untuk
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, berbaginkstan dan
belajar bersama dengan rekan kerja kita, sehing@a derkembang
bersama, baik secara individu maupun organisasi.
d. Keuntungan profitability
Kita selalu berusaha sedapat mungkin memberikantkagan kepada
para pemegang saham dengan pengawasan dan peamgksdha
penjualan?®
Saat ini PT Sarimelati Kencana juga telah membusasé&p baru yang
melayani khusus segmebtelivery yaitu PHD Pizza Hut Delivery yang kini
sudah berjumlah 30 outlet tersebar dikota Jakauanlah total karyawan per

bulan Februari 2011 berjumlah 10.415 orang yangjriedtari jumlah karyawan

14 pjzza Hutindonesia Op. Cit.,hal 3.
*%|bid, hal 5.
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kantor pusat sekitar 315 orarggnstorégudang sekitar 65 orang dan karyawan di
restoran sekitar 10.035 orafig
4.1.2 Produk Pizza Hut Indonesia
Selama 26 tahun berkiprah dalam industri jasabogstdran)Pizza Hut
sudah melakukan berbagai inovasi produk. Awal®yzza Huthanya khusus
fokus pada penjualan produlPizza dan salad. Namun seiring dengan
perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan yaradiedj masyarakat maka
Pizza Hutmulai melakukan pengembangan produk tidak hany®izia saja
melainkan sudah ke jenis makanan yang lain, sep&sta dan nasi. Dalam setiap
pengembangan menu bamizza Hutselalu melakukan riset pasar dan produk
untuk mengetahui sampai sejauh mana animo masydeakadap produk bargr.
Untuk mengetahui lebih dalam mengenai produkny&ieadalah berbagai
jenis makanan yang dijual oldtizza Hutyang terdiri dari produlpizzg pasta,
nasi sertaalad
a. Pizza
Merupakan produk utama yang dijual olBfzza Hut Dough (adonan roti
untuk pizza) dibuat dengan menggunakan tepungutetaln ragi serta diolah
secara langsung di restorannya. Dari adonan douglapat dibuat berbagai
macam jeni$izzaseperti :
1) Pan Pizza
Merupakan originaPizzadari Pizza Hutlndonesia dengan roti tebal pada
pinggirannya
2) Stuffed Crust Pizza
Pizzadengan keju di pinggiraRizzanya.
3) Natural Pizza

Merupakan produk terbaru dengan bahan dasar tegamgum.

%6 \Wawancara dengan Bapak Hasan Ba&sriployee Development Sta#fT. Sarimelati
Kencana, tanggal 25 April 2011, bertempat di rudntpgritas” Support CentrdT. Sarimelati
Kencana, Gatot Subroto.

57 Wawancara dengan Ibu Rafita Firkanar@aality AssuranceE-CER Division PT.
Sarimelati Kencana, tanggal 25 April 2011, bertetnapauang “Integritas’Support Centré°T.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.
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4) Crown Crust Pizza
Dengan pinggiranPizza yang berisichicken stick keju mozarela saus
honeydanmustardpada pinggirannya.
5) Chessy Bites Pizza
Pizza dengan pinggiran yang berisi keghedar dan mozarella yang
dibentuk dengan potongan kecil dan dimakan dengasbsitter deep.
6) Cheessy Crust Pizza
Pizzadengan pinggiran keju didalam dan keju diluar yeeryah dan gurih.
b. Untuk produk jenis pasta terdiri dari 4 jenis yait
1) Lasagna
2) Spaghetti
3) Fettuccine
4) Fusel
c. Pizza Hujuga mengembangkan produk nasi diantaranya adalah
1) Oriental Chicken Rice
2) Spicy Tuna Rice
3) Black Pepper Chicken Rice
4) Beef Mushrom Rice
d. Salad
1) Fresh Green Salad
2) Caesar Salad
3) Cooked Shrimp Salad
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelangd2inisi Marketing terlibat juga

dalam pengembangan proddk.

4.2 Pemenuhan Kewajiban Pizza Hut Indonesia Terhadap Persyaratan
Hygiene sanitas M akanan
Sebagai salah satu industri jasaboga terbesar pengerak di bidang
restoran yang menyajikan pelayanan makanan danmmaimuentu tidak mudah
bagi Pizza Hutindonesia mempertahankan reputasi dan membangage yang
kuat dan kokoh seperti saat ini. Dalam menghasitkatu produk yang bermutu,

%8 |bid.
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sehat dan layak merupakan suatu syarat mutlak ydlagus dapat
dipertanggungjawabkan dalam menjamin keamanan raakddntuk mencapai
kepastian mutu dan kepuasan konsumen, diperlukardat mutu tentang cara
pembuatan makanan yang baik dalam seluruh ranghadaiuksi:>°

Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pad@a tpdup
masyarakat. Berbagai macam jenis makanan menjadi satu dasar usaha utama
yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkaty@rekonomian. Secara
sekunder hal tersebut haruslah terpenuhi denganrmiihi kesehatan yang sesuai
standar makanan yang boleh berlaku. Terkait dengambagai jenis usaha
makanan, industri makanan dituntut untuk memprodugsoduk dengan
kualifikasi sebagai berikut; aman untuk dikonsumsgmiliki kualitas yang baik
dan bergizi.

Penerapan persayaratan hygiene sanitasi pada amestakan dapat
membantu jajaran manajemen untuk membangun swsémsjaminan mutu yang
baik. Jaminan mutu sendiri tidak hanya berkaitangda masalah pemeriksaan
(inspection dan pengendaliancgntrol) namun juga menetapkan standar mutu
produk yang sudah harus dilaksanakan sejak tahagripeaan ieceivg sampai
produk tersebut didistribusikan kepada konsumen.

Pizza Hut Indonesia dalam tahapan produksinya selalu meraplean
masing-masing aspek dalam persyaratan hygiene asaniBerikut adalah
pembahasan ditinjau dari sudut persyaratan hygeniasi;

1. Lingkungan Sarana Pengolahan

RestoranPizza Hutberdasarkan lokasi dibagi dalam 2 golongan ykitee
Standing Restaurantlan Mal. Free Standing Restaurar#dalah restoran yang
dibangun terpisah dari bangunan lain (tidak berdalam mal atau sejenisnya)
sementara kalau mal adalah bangunan restoran yagany berada atau
menyatu didalam mal atau sejenisnya. Dalam pemilitekasi Pizza Hut
Indonesia memperhatikan aspek-aspek yang menjagsiehlatan dan keamanan
serta kebersihan lingkungan sekitar lokasi restorBembangunan gedung

restoran diawasai langsung ol&zza HutIndonesia melalui divisBuild Out

139 |ndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan®zingan PP No.
28 Tahun 2004.
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Managemen{BOM) yang sering dikenal dengan DiviBievelopment® Setiap
pembangunan restor&izza Hutbeberapa hal yang menjadi perhatian adalah
a. Lokasi

Selain melihat dan menganalisagmentpasar,Pizza Hutmemperhatikan

lokasi yang akan dibangun apakah lokasi lama de&agan industri atau

tidak (pabrik berskala besar atau kecil), apakaa aekitar restoran yang
akan dibangun terdapat tempat pembuangan sampah atdu terdapat
penumpukan sampabh liar. Lokasi yang dibangun jikanitiki gedung yang
lama maka gedung tersebut akan dilihat peruntukkaelumnyaPizza Hut
tidak akan menggunakan gedung yang peruntukkanlusebga untuk
gedung/pabrik kimia atau yang mengolah bahan-b&imara, pabrik obat,
rumah sakit.

b. Lingkungan

Dalam pembangunan restor@izza Hutmemperhatikan lingkungan dengan

terlebih dahulu memperoleh ijin AMDAL. Memang diakibahwa

persyaratan AMDAL belum maksimal diterapkan dalanetiap
pembangunannya, namun dalam setiap pembangunarsa@éin memenuhi
ketentuan pemerintah daerah setempat serta shgpéne sanitast®

Pembangunan restoran dirancang tidak untuk jangkdek namun sampai

jangka panjang yang artinya meliputi perawatan g@&meliharaannya

seperti :

1) Tempat pembuangan sampah dibuat berada dipingtfn jésejauh
mungkin dengan bangunan restoran) hal ini dimaksodkgar proses
pengambilan sampah oleh pihak ke tiga atau dinbsrkian tidak sulit,
selain itu untuk menjaga agar area restodaming roon) tetap bersih.

2) Pembuatan tempat sampah juga tidak sembaranganpalesampah
dibangun secara permanen, dilapisi keramik, kedaglan memiliki

89 \wawancara dengan Bapak HeBuiid Out ManagememRT. Sarimelati Kencana (Pizza
Hut Indonesia). tanggal 25 April 2011, bertempatuding “Integritas’'Support CentrdT.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.

81 Wwawancara dengan Bapak HeBujid Out ManagemerRT. Sarimelati Kencana (Pizza
Hut Indonesia). tanggal 25 April 2011, bertempatuding “Integritas’'Support CentrdT.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.
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saluran pembuangan air. Sistem pintu tempat penglamesampah dibuat
dengan sistemup door dan front door agar memudahkan dalam
perawatan dan pengontrolan kebersihan bak samjuatio. Bak sampah

harus selalu dalam keadaan bersih, kering dartuertu

3) Pembuangan sampah olahan restoran dibagi dalampeigbagian waktu
yaitu pada pagi hari sebelum dimulainya operatestaran (pk. 07.00 —
10.00), pada saat siang hari (pk 14.00-16.00) dala gaat tutup restoran
(pk. 21.00 — 23.00). Hal ini dimaksudkan agar titediadi penumpukan
sampah didalam areal pengolahan makanan. Sehingielum
dimulainya, saat dimulainya dan saat berakhirnyaraimpn restoran
selalu dalam keadaan bersih. Jika sistem ini tdilkukan maka akan
mengundang hama dan penyakit. Sementara untukdamaang room
prosedur sapu dan pel lantai setiap 15 menit sekgib dijalankan oleh
setiap karyawaservice.

4) Sedapat mungkin halaman parkir atau areal sekéstoran dibangun
tidak menggunakan aspal melainkan menggunat@rblock hal ini
dimaksudkan agar tetap terjadi penyerapan air kahtaAreal sekitar
juga dibuat dengan memperhatikan sistem pembuaagagselokan)
dengan kondisi layak atau tidak.

2. Bangunan dan Fasilitas

Bangunan restoran dan fasilitas sarana pengolahdangln dengan

memperhatikan aspek-aspek keamanan, keselamatakedahatan baik itu

terhadap bahan makanan yang diolah, karyawan dan. tiintuk rancang
bangunlayoutareadinning harus memiliki standar :

a. Layout dinning roomharus memiliki penataan kursi dan meja yang baik
agar memudahkan dalam pelayanan kepada tamu, peharerserta
perawatan.

b. Dinning room harus memiliki wastafel, toilet, janitor yang digkapi
dengan bak pencucian kain pel, dan musholla (keow).

c. Dinning roomminimal memiliki 3 unitfly catcherdan 2 unitinsect killer

yang diletakkan didekat pintu masuk. Pintu massgkoran harus dilengkapi
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denganair curtain untuk mencegah lalat atau binatang lainnya memasuk
arealdinning roomsaat keluar masuk tamu.

Sementara, untuk bagian area dapur dibagi dalaneréye® ruangan yaitu

ruangan untuk membuat adonBizza (dough), area untuk membakd&tizza

dan memasak, area untuk pencucian peralatan kdishhwashing areadan
area untuk membuaialad dandessert(cold kitchen. Persyaratan area dapur
harus harus memenuhi:

a. Area dapur memiliki jarak antara lantai sampai d&egit-langit minimal 3
meter agar sirkulasi udara baik dan lancar.

b. Working tabledan peralatan pengolahan makanan harus terbuabajar
tahan karat atastainlless steel.

c. Layoutatau tata letak dapur harus baik agar tidak meapéat alur kerja
karyawan.

d. Penerangan ruangan dapur agar memudahkan pekenjiangan
memperhatikan prinsip-prinsip keamanan, keselam#darkesehatan.

e. Setiap ruangan dapur harus memiliki satu lubangbpemgan air yang
ditutup dengan penutup yang terbuat dari baja t&heat.

f. Setiap shinkwadah pencucian harus dilengkapi dengarease trap
(penahan lemak/kotoran) sehingga air yang masuk alanel pipa
pembuangan terakhir relatif lebih bersih dan uniigncegah tersumbatnya
pipa pembuangan air akibat timbunan lemak.

g. Area dapur harus dipasang minimaily8 catcheryang dipasang pada pintu
masuk dan area dalam dapur.

h. Memiliki minimal satuwalk in chiller dengan suhu 0 - 4 °C sebagai tempat
penyimpanan bahan-bahfiashseperti sayuran.

Setiap tempat penyimpanan makanan sepdrilier, freezer dan proofing

cabinet(lemari tempat pengembangdaughyang terbuat dastainlees steel

memiliki suhu 25 — 26 °C) dilengkapi dengdrermometemuntuk mengawasi
agar suhu tetap stabiThermometemi dikalibrasi setiap 6 jam agar suhu yang

didapat benar-benar aktual dan akurat.
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3. Peralatan Pengolahan
Hampir peralatan dapur d?izza Hut menggunakan baja tahan karat atau
stainlless steelsebagian lagi menggunakan bahan yang terbuat tesiikp
seperticontaineruntuk penyimpanan makanan daddle saus.Working table
untuk mengerjakatopping Pizzanenggunakaistainlless steeyang memiliki
ketebalan 1.8 mm dan dilengkapi pendingin dengdm st — 4 °C agar
menjaga bahan-bahan tetap segar. Dalam proses ka&mbaizza, tidak
menggunakan tungku seperti layakngaza tradisional fand toast piz2a
melainkan sudah menggunakan oven berbahan bak&t @& dengan model
air finger configurationmemiliki sistemright to left conveyer travetlimana
didalamnya terdapat 6 selongsorimger’ api untuk menyebarkan api secara
merata yang dibantu dengan shkower. Pembakarapizzadari arah kanan ke
kiri dengan menggunakan rantanveyerberjalan sehingga pembakanaiaza
merata dan menghasilkan warrgolden brown.”Dan dengan sistem ini juga
maka oven dengan mudah dibersihnkan dan dirawat. b&esihan oven
dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Saelatnk menjaga kebersihan
oven, pembersihan dilakukan untuk tetap menjaga &g&u oven saat

beroperasi dapat mencapai 240°C, sla@ecconveyerselama 7.05 menit.

4. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi
Untuk memudahkan pelaksanaan hygiene sanitasi Rizka Hutdalam me-
designlantai harus tahan air, tahan asam dan basa, t@nbhadap garam,
memiliki permukaan yang rata, serta mudah dibessihknemiliki kemiringan
yang cukup terhadap sanitasi (khususnya bilasanarea) dan yang paling
penting adalah titik pertemuan antara lantai dardidg bukanlah sudut mati
atau runcing yang dapat menahan air atau kotorgaw, mudah dibersihkan
setiap saat. Dalam menjaga agar saluran pembuangbekerja dengan baik
dan memaksimalkan pembuangan air kotor maka latdgpur dibuat lebih
tinggi sekitar 40 cm dari lantainning room Untuk menunjang pelaksanaan
hygiene sanitasi, maka restofizza Hutdilengkapi dengachemicalkhusus
untuk hygiene sanitasi mulai dari peralatan produksigga sayuran.
Pembersihan menggunakanchemical khusus yang masing-masing

penggunaannya sesuai dengan fungsi dan takarannya.
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Untuk melakukan kegiatan tersebut maka haruslah padmtikan beberapa

hal:

a. Suplai Air
RestorarPizza Hutdalam memprodukasi makanan menggunakan air PAM
(Perusahaan Air Milik Negara) karena hal ini sesdangan peraturan
daerah yang mengatur bahwa industri rumah makaorikpdan rumah
tangga diwajibkan menggunakan air PARjdak boleh menggunakan air
tanah karena memperhatikan dampak kerusakan liggkun yaitu
berkurangnya debit air tanah yang dapat mengalabathenurunan
permukaan tanah® Khusus untuk pencucian dan pengolahan makanan,
Pizza Hut memiliki tambahan instalasi air berupa sistemefifiasi air,
sehingga sebelum air tersebut digunakan, terledituld melalui tiga tahap
prosessterilisasi (water treatmentyang terdiri tahap | adalah tabung yang
berisi filter air yang memiliki lubang 0.1 micron yang berfungsituk
menyaring partikel-partikel kecil seperti pasirtdm@n dsb, kemudian tahap
Il adalahfilter karbon yang berfungsi untuk menghilangkan rasalzan
tahap Il adalah tabung lampu ultraviolet yang egsi untuk membunuh
kuman dammicrobadengan caraterilisas melalui sinarultraviolet Setelah
melalui proses tersebut, barulah air dapat digumaKausus untuk pipa air
diberi warna biru sementara pipa kuning sebagaa pipG. Pada restoran
Pizza Hutfree standingnemiliki thorenair sebagai sarana penampung air.

b. Pembuangan Air dan Limbah
Sistem pembuangan air dan limbahPdiza Hutdirancang terpisah dari air
limbah toilet dannon toilet namun belum menerapkan sistem pembuangan
On Site Treatmergeperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemiarishba
27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak LingkungaMD®L). Meski
menggunakan bak pemisah lemak dalam setiap wadatbyasmgan air
limbah produksi namunPizza Hut Indonesia belum memiliki sistem

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dalam peladpan air limbah

182 |ndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Air TandtP Nomor 43 Tahun 2008.

183 Digilib  AMPL, “Pemakaian air tanah  dibatasi” __httligilib-
ampl.net/detail/detail.php?row=&tp=Kkliping&ktg=aiinum&kode=8314 Diunduh pada tanggal
31 Mei 2011.
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akhir, restoran menggunakan bak pemisah lemak ¥hogus dibangun
diluar area restoran sebelum air tersebut disatul& saluran umurtf?
Sementara berdasarkan Konstruksi IPAL yang diskanadengan SNI
No0.03-7065-2005 tentang perencanaan sistem plambibghwa
mendefinisikan sisten®n Site Treatmenyaitu sistem pembuangan air
limbah yang dilaksanakan di tempét.Untuk pengelolaan air limbah,
seluruh air limbah balik air limbatoilet ataunon toiletsudah diolah dengan
unit pengelolaan air limbah di tempat. Untuk ainbahtoilet, dialirkan ke
tangki septik, kemudian dialirkan pada Instalasng&tolaan Air Limbah
(IPAL), sedangkan untuk air limbaton toilet dialirkan ke bak pemisah
lemak @rease trap kemudian selanjutnya baru dialirkan ke IPAL. Dari
IPAL barulah air dapat disalurkan pada saluran urfttim

c. Fasilitas Pencucian/Pembersihan
Pencucian dan pembersihan merupakan hal yang wdgkukan dalam
setiap proses pengolahan makanan, hal ini jug&ukén olehPizza Hut
dengan membuat jadwal pembersihan secara berkammad semboyara$
clean as you dgoarea pengolahan makanan harus tetap terjagahbersi
meskipun restoran sedang ramai. Untuk pembersiaatail dan dinding
dapur dilakukan pada pagi hash(ft | sebelum dimulainyaperatior), pada
siang hari ghift || saat pergantian antashift pagi dengarshift siang) serta
shift malam (saat tutup restoran). Pembersihan dilakukkemgan
menggunakanchemical khusus untuk lantai dan dinding, pembersihan
dilakukan dengan cara menyikat dan menyemprot aemgenggunakan
selang air. Manajemen restoran harus memastikaneophda saat restoran
ditinggalkan dalam keadaan bersih dan rapi untukcegah datangnya
hama, serangga atau hewan pengerat. Untuk pengawasmenggunakan
form check listyang harus dicek dan ditandatangani ateinager incharge

184 \Wawancara dengan Bapak HeBuiid Out ManagememRT. Sarimelati Kencana (Pizza
Hut Indonesia), tanggal 25 April 2011, bertemgatudng “Integritas'Support CentrdT.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.

185 peraturan Gubernur Pemrov DKI No. 122 Tahun 208%adnhg Pengelolaan Air Limbah
Domestik di Provinsi DKI Jakarta.

186 Konstruksi IPAL disesuaikan dengan SNI no 03-7@685 tentang perencanaan sistem
plambing dan dilakukan untuk memenuhi ketentuamldid Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
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sebagai sesuatu yang sifatnya wajib. Untuk peralptngolahan makanan
seperti sendok, garpuaddle bain marrig gelas, piring, dsb, dilakukan
dengan perendaman secara berkala, biasanya dilalgdta minggu dua
kali, agar menjaga peralatan tetap bersih dan tdraWwerendaman
menggunakaechemicalkhusus yang disebattee

d. Fasilitas Hygiene Karyawan
Untuk menunjang hygiene sanitasi karyawan maka atidan ruangan
locker karyawan yang letaknya berjauhan dengan pusat ofsran
makanan. Tempat pencucian tangan juga dilengkapyade sabun khusus
anti bakteri namun belum memilikriple shink khusus untuk pencucian
tangan yang terdiri dashink 1 penyabunanshink 2 pencucianshink 3
pembilasan. Meski terdapitlet khusus untuk karyawan tetapi tidak semua
restorarfree standingnemilikinya karena keterbatasan ruang. Pada eastor
yang bergabung dengan mal maka fasilteiset karyawan mengikuti
fasilitas gedung®’

e. Penerangan
Sistem penerangan Bizza Hutmenggunakan lampiluoresensatau yang
lebih dikenal dengan lampu tabung TLupular Lamp atau lampu neon.
Tujuan penggunaan lampu jenis ini karena lebih hesn&rgi dan lebih
tahan lama, selain itu lampu ini mudah didapat ribdgai supermarket.
Untuk jumlah penerangan yang dianjurkan di Indanesituk ruang dapur
adalah sebesar 100 Iu¥ Karena sifathya sebagai penerangan umum
(general lighting maka warna lampu yang digunakan didapur berwarna
putih.

5. Sistem Pengendalian Hama

Selain menggunakan siste@hemical Treatment, Pizza Huhenerapkan

Integrated Pest ManagemenfiPM) yakni penggunaan pestisida yang

diminimalkan tanpa menurunkan tingkat efektivitaamun tetap aman bagi

lingkungan.Pizza Hutdalam menjalankan sistem IPM melakukan kerjasama

87 Wawancara dengan Bapak HeBujid Out ManagemerRT. Sarimelati Kencana (Pizza
Hut Indonesia), tanggal 25 April 2011, bertempatuding “Integritas’'Support CentrdT.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.

%8 Heinz Frick, Antonius Ardiyanto, AMS Darmawanjmu Fisika Bangunan
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hal. 31.
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dengan pihak yang profesional dalam penanganan (RimaRentokil dan PT.

Terminix). Penerapan IPM memiliki tahapan sebbagaikut:

a. Monitoring penyebaran hama vektor secara berkala;

b. Memotong siklus hidup ;

c. Menghilangkan tempat perindukan;

d. Pestisida baru digunakan jika indeks populasi haetdor telah mencapai
angka tertentu, contohnya pada saat cuaca tertdatjadi lonjakan
perkembangbiakan.

Dengan demikian, maka populasi hama dapat dikewadalianpa merusak

lingkungan

6. Hygiene Karyawan

Kesehatan Pekerja merupakan suatu hal yang saegatgpdalam usaha yang

bergerak di bidang jasa restoran. Oleh sebab Himza Hut sangat

memperhatikan kondisi kesehatan karyawan yang ngatuhal tersebut
berhubungan dengan Hygiene karyawan dan itu tegtwbdalam Peraturan

Perusahaan PT. Sarimelati Kenc#fa.

a. Kesehatan Karyawan
Karyawan dan keluarganya wajib menjaga kesehatan blerusaha
mencegah bahaya yang dapat timbul akibat sesuatyakie baik untuk
dirinya sendiri maupun untuk keluarganya dan dempektingan para
konsumen. Karyawan yang menderita sakit atau mahgetteman
sekerjanya sakit wajib segera melaporkannya keptakannya. Karyawan
yang menderita penyakit tersebut di bawah ini dilgrbekerja atau masuk
wilayah restoran dan wajib segera memeriksakamydiridan berobat ke
dokter/rumah sakit yaitu penyakit jiwa dan sejepgsnpenyakit Lepra,
Hepatitis, TBC, AIDS dan/atau penyakit menular .

Bahkan jika diperlukan, perusahaan dapat memekatatpekerja untuk
menjalani pemeriksaan oleh dokter atau rumah saig ditunjuk oleh
perusahaan. Karyawan wajib mematuhi perintah untulenjalani

pemeriksaan oleh dokter atau rumah sakit yang jdikualeh perusahaan.

189 pizza HutindonesiaPeraturan Perusahaan Tahun 2010-20P2sal 34.
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Pengabaian perintah untuk menjalani pemeriksaampakan pelanggaran
yang dapat dikenakan surat peringatan.

b. Kebersihan Karyawan
Pizza Hutmemberikan perhatian sepenuhnya terhadap kesdhagknngan
kerja karyawan dengan menyediakan sarana kerjalidgkungan kerja
yang sehat dan baik. Setiap karyawan wajib mempkamadan memelihara
dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkunggndaan peralatan kerja
sehingga tercipta kesehatan kerja yang baik dkilingan kerjad!*

c. Kebiasaan Karyawan yang Jelek
Pizza Hutmenyediakan perlengkapan pelindung kerja bagidway yang
karena sifat pekerjaannya selama bertugas memhariutdan wajib
memakai perlengkapan tersebut, seplaind gloves sepatuboot, safety
shoes topi, apron, seragam yang harus bersih. Pemeriksaan keberdéran
kerapihan karyawan yang meliputi kuku, tangan, Wwaggmooming, rambut,
dilakukan secara rutin setiap hari oléanager Incharge.Bagi setiap
karyawan diwajibkan untuk menjaga dan memelihartaseerawat setiap
peralatan kerja dengan sebaik-baiknya agar seklandkeadaan baik dan
siap setiap saat untuk dipak&i.

7. Pengendalian Proses

Dalam menghasilkan produk yang bermutu dan arRarza Hutmelakukan

beberapa penetapan dasar yang menjadi standar gelagendalian proses

pengolahan makanan seperti :

a. Menetapkan persyaratan bahan mentah yang digundihmi dilakukan
sejak awal dalam proses pemilihan suplier. Yangasuk kategori bahan
mentah diPizza Hut hanya sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang
dipilih harus memenuhi standar yang sudah ditetapkang meliputi
ukurannya, berat dan kualitas.

b. Menetapkan cara-cara pengolahan yang baku setapa Bmlam menjaga
kualitas dan rasa, dengan jumlah restoran mendagapir 200 outlet,

Pizza Hutmemiliki Standard Operation ProcedurgSOP) dalam setiap

79 |pid.
L Ipid.
72 |bid.

80

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



proses pengolahan makanan. Dan untuk memudahkgawan dalam
memahami dan membacanya, maka dibuatkan SOP y#ogtdsecara
visualisasi yang disebudbb Aid. Job Aidnerupakan alat bantu yang berisi
tata cara pembuatan makanan atau berisi suatudpmrosertentu yang
dibuat secara visualisasi/gambar agar memudahkamaaembacanya.

c. Untuk pengantaran bahan mentah seperti daging,pakaé harus
menggunakan mobil yang memilikiox refrigeratofpendingin dengan
suhu -18°C. Untuk prosedur penerimaan bahan melitafukan minimal
oleh karyawan senior ataupervisomrestoran.

d. Jenis dan jumlah bahan, bahan pembantu, dan bah@ahan makanan
yang digunakan harus aman dan tidak berbahaya Kesghatan dan
keamanan. Semua bahan tambahan makanan sudaharttialaftdan
dilaporkan kepada BPOMEPizza Hutsendiri sudah memiliki sertifikasi
halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI yang diperbah setiap 2
tahun sekalt’

e. Pengendalian Tahap-Tahap Penting dan Tahap-Talidg Kr
Pengendalian tahap-tahap penting dan tahap kritekuttan dengan
pengawasan ketat karena proses ini sangat berpgngahadap mutu dan
keamanan makanan. Semua proses pembuatan makamaikn®OP dan
mengalami kalibrasi secara rutin yang dilakukarn @eorang yang sudah
memiliki sertifikasi dalam teknologi pangan dan ustti. Pengawasan
dilakukan oleh divisiQuality AssurancéT. Sarimelati Kencana. Sistem
yang digunakan dalam pengawasan dengan sistem e{EEBRronic
CHAMPS Excellent Revigwyang didalamnya terdapat beberapa
komponen penilaian yang meliputi Kebersihaeg@nlines) Pelayanan
(Hospitality), Ketepatan dalam pelayanakcuracy, Perawatan peralatan
(Maintenancg, Kecepatan dalam pelayan&pg€edl danfood safety

73 IndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan RzinganNomor
28 Tahun 2004, Pasal 11.

1" Wawancara dengan Ibu Rafita Firkanar@aality AssuranceE-CER Division PT.
Sarimelati Kencana, tanggal 25 April 2011, bertetnafpauang “Integritas’Support Centré°T.
Sarimelati Kencana, Gatot Subroto.
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f. Kontaminasi Silang

Penanganan produk yang dilakukan oleh karyawakuktn dengan baik

dan benar. Untuk menghindari terjadinya resiko &omnbhasi silang maka

karyawan yang bekerja saat menangani pengolaharmanaak wajib
menggunakan seragam yang lengkap dan bersih, nkelaksanitasi
tangan sebelum melakukan pengolahan makanan, wagibggunakan
hand glovestopi danapron serta memastikan area sekitar pengolahan
sudah dalam keadaan bersih dan kering, namun laekdaspengamatan
penulis, penggunaan masker belum diterapkan Bigha Hut. Untuk
meja kerja dibuat dari bahan baja tahan kastirflles stegldan selalu
dalam keadaan bersih dan kering, permukaan mejdediifectan
menggunakarcthemicalkhusus yang disebumicrochlor, memiliki fungsi
desinfectan dan digunakan juga untuk proses pemtsayuran dan buah-
buahan namun tetap aman bagi tubuh. Untuk prosegmeanan,Pizza

Hut menggunakan wadah yang tertutup, kering dan bensihggunakan

alat bantu yang disebut MRIM&de Ready DiscajdDengan alat tersebut

maka penyimpanan bahan makanan dapat dipantau vpekhbuatan,
kesiapan serta wakexpiredny dan sistem FIFCH{rst In First Ou) dapat
terlaksana dengan baik.

Untuk penyimpanan bahan makanan dilakukancidiler atau walk-in

chiller yang memiliki suhu antara 0 — 4 °C dengan pengatwebagai

berikut :

1) Bahan mentah atau bahan makanan lain disimparsaérman jauh
dari bahan makanan yang telah diolah atau siapndikosi. Rak
penyimpanan menggunakan bahan yang terbuat daritélagn karat
(stainlles stegl

2) Penyimpanan berdasarkan sistem FIF®irs( In First Ou).
Penyimpanan untuk daging dan sayuran dibedakamasenkin warna
tutup wadah penyimpanan. Untuk daging dibedakargalerwarna
merah, untuk sayuran berwarna hijau, untuk bualduaderwarna

biru sedangkan untuk keju berwarna kuning.
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3) Ruang penyimpanan makanan dalam keadaan bersikediag serta
memiliki lubang/saluran pembuangan air. Memiliknpeangan yang
cukup sertahermometesebagai pengukur suhu. Ruang penyimpanan
dilengkapi dua buathermometerdigital dan analog.

8. Manajemen dan Pengawasan
Fungsi manajemen dan pengawasan sangat mutlak lutiger dalam
menjalankan standardisasi pengeloalaan makanaRizdia Hut Indonesia.
Dalam struktur organisasi restor&izza HutIndonesia Divisi Operational
Restaurant dipimpin oleh satu orangOperational Manager(OM). OM
membawahi 4 orangDistrict Manager (DM) dan masing-masing DM
membawahi sekurang-kurangnya 5 oraAgea Manager (AM). Masing-
masing AM membawahi minimal 5 restoran. Masing-ma@sestoran dikepalai
oleh seorandrestaurant ManagefRM) yang dibantu oleh seoramssistant
Restaurant ManagefARM) dan 2 orandshift Leader(SL). Dalam hal fungsi
manajemen dan pengawasan, RM bertanggung jawall&e&y.
Fungsi dan tanggung jawab seorang RM secara gzsa&s bmeliputi :

a. Pencapaiasalesberdasarkan target yang ditetapkan perusahaan

b. Pencapaian kepuasan pelanggan yang mencakup keierpielayanan,
produk yang disajikan, perawatan bangunan, ketepdtn ketepatan
dalam pelayanan (CHAMPS).

c. Memastikan bahwa restoran menjalankan prosedur sadgh ditentukan
oleh perusahaan, terutama dalam penanganan peagatetkanan.

d. Membuat prediksi pemesanan barang untuk produkisanzen.

e. Analisa penggunaan dan prediksi pembuatan prodak tdak terjadi
pembuatan yang berlebih dashrinkage (pembuangan produk) yang
berlebih.

f. Melakukan pengawasan manajemen sumber daya mardesigan
menggunakan analisa SWOTStength Weaknes Opportunity and
Threa).'™

17 wawancara dengan Ibu Julia Pamela, Di@peration Support Centd?T. Sarimelati
Kencana, tanggal 25 April 2011, bertempat di rudntggritas” Support Centrd®T. Sarimelati
Kencana, Gatot Subroto.
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Untuk membantu dan memperkecil terjadinya resikst control oleh

manajemen restoran, maka terdapat beberapa petabgkbantu beruptorm

check list (terlampir) yang dapat dijadikan panduan dalam jaienkan

operasional restoran sebagai berikut :

a. Daily Check List~FOH
Merupakanform check listharian yang khusus memeriksa kesiapaont
Of the House/dinning room aresebelum dimulainyaperation restoran.
Pemeriksaan meliputi Sapu dan pel lantai, santasja dan peralatan
makan, pembersihan kaca, toilet, pintu dan jendisla, (form terlampir)

b. Daily Check LisBOH
Merupakarform check lisharian yang khusus memeriksa kesiapaok Of
the Housel/kitchen areasebelum dimulainya operation restoran.
Pemeriksaan meliputi kesiapan pembuadaxgh kalibrasi thermometer,
persiapan bahan makanan, pembersihan laftdler, lockerdantoilet, dsb.

c. Check List Administration
Pengecekan sistem komputer kasir, pencetakan iajpargan dan periodik,
perhitungan uang sales, persiapan uang petty pasteriksaan persediaan
barang, inventory barang, dsb.

d. Restaurant Shift Change
Merupakanform check listyang dilakukan oleh manajemen restoran (RM,
ARM, SL) pada saat pergantiahift kerja €hift pagi danshift malam).

Restaurant Shift Changei meliputi pengawasan pada :

1) Bararea 8) Pasta area

2) Dough area 9) Food safety critical
3) Freezer box 10) Steward area

4) Walk-in chiller 11) Store room

5) Topping pizza 12) Dinning room area
6) Oven 13) Job aid

7) Preparation Pizza table 14) Administration

e. Form Blitz Evaluation
Form check liskhusus yang digunakan oléM saat melakukan kunjungan

di restoran.Form Blitz ini dapat disebut juga inspeksi mendadak yang
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dilakukan oleh Area Manager Dalam melakukancheck list tingkat
kesuksesan suatu restoran diukur berdasarkan 8kald00 %.Form Blitz
meliputi pemeriksaan fasilitas BOH, FOH, manajentem produk dan
prosedur penanganan serta pengolahan makanan.
Pengawasan internal juga dilakukan oleizza Hutmelalui Divisi Quality
Assurancalengan membentuk sistem pengawasan yang disehgamne-CER
(electronic-CHAMPS Excellence Rev)eyang melakukan pengawasan dan
inspeksi dengan cara yang lebih detail dan akdrtkukan oleh tenaga ahli
profesional yang bersertifikasi dan berlatar befakgendidikan dibidang
teknologi pangan dan industri. Dalam e-CER dilakupangawasan terhadap
Titik Kendali Kritis (Critical Control Poin) danHazard Analysis and Critical
Control Point(HACCP) atau Analisis Bahaya dan Pengendaliak Kititis.
9. Pencatatan dan Dokumentasi
Banyak kasus keracunan makanan yang terjadi danadiemasalah yang
sangat serius karena ini menyangkut keselamataa manusiaPizza Hut
sangat menyadari betapa pentingnya suatu pencatian dokumentasi.
Catatan yang detail bisa sangat bernilai padanssika sebuah keluhan yang
berhubungan dengan kontaminasi atau penyakit yasgpabkan makanan
didokumentasikan dan dikumpulkan dalam déd&farsip. Pendokumentasian
prosedur yang benar menunjukkan bahwa kebijakarepetah telah diikuti
dan dapat membantu menghilangkan tanggung kewajésaoran.
Pendokumentasian yang dilakukan dfkza Hutadalah :
a. Pemerikasaan temperatur (catat pemeriksaan danyegsi
b. Temperatur makanan yang dihasilkan dan disimpan
c. Bagaimana makanan ditangani dan dibungkus
d. Waktu penyimpanarhplding tim¢ dan temperaturnya
e. Masa kadaluarsa bahan makanan daiem yang diproduksi pada hari

tertentu

—

Prosedur-prosedur yang digunakan untuk membersiklggmn mensanitasi
permukaan kontak makanan, seperti area persiapkanaia, peralatan dan

penyajiannya.
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g. Waktu pengantaran dan prosedur untuk pesan amativéry Home
Servicé

h. Kebijakan atau prosedur keamanan makanan

i. Catatan pelatihan yang menunjukkan pelatihan yamgestinya bagi
karyawan dalam hal prosedur sanitasi dan makanan.

Informasi ini dapat menunjukkan kepada pemeriksau apetugas yang

berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan bahwa guodseamanan makanan

yang tepat telah dilakukan sesuai dengan keteqteamdang-undangarfi.

17 Wwawancara dengan Ibu Julia Pamela, Di@peration Support Centd?T. Sarimelati
Kencana, tanggal 25 April 2011, bertempat di rudntggritas” Support Centrd®T. Sarimelati
Kencana, Gatot Subroto.
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BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Dari hasil proses penelitian yang dilakukan, makanutis dapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pizza Hut selalu memperhatikan mutu makanan agar produk yang
diproduksinya dapat dipertanggungjawabkan kepadaswmoen dimana
pengendalian terhadap semua proses selalu dildéeaardengan cara yang
telah diatur menurut Peraturan Perundang-undanBamang lingkup yang
menekankan kepada hak konsumen dalam memperoletu gaminan
kepastian hukum seperti yang diamanatkan oleh Uptsrdang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meruplakatasan dasar bagi
Pizza Hut dalam memberikan jaminan kepastian hukatas hak atas
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengksinbarang dan
jasa. Jika dihubungkan dengan Undang-undang N8adiahun 2009 tentang
Kesehatan, maka disebutkan secara tegas itikadripgatnedalam mewujudkan
penyelenggaraan kesehatan yang menekankan betag@angpga suatu
peningkatan taraf kesehatan masyarakat pada tabegad yang setinggi-
tingginya. Pengaturan khusus tentang pengamanaanaakian minuman juga
mendapatkan perhatian di dalam Pasal 3 Undang-dn@iiomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan dengan jelas dan tegas disebtgktang pengaturan,
pembinaan dan pengawasan pangan yang menekankamanaésan makanan
yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi bagerkingan kesehatan
manusia. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Ndlabk8n 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan ter@ang Produksi Pangan
Siap Saji yang Baik harus memperhatikan aspek keampangan yang harus
dipenuhi dalam memproduksi makanan. Kepmenkes NathbrTahun 2003
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasabogaspma khusus mengatur
tentang penyelenggaraan industri jasaboga darygratan hygiene sanitasi.
Di dalam Pasal 9 ayat (1) Kepmenkes Nomor 1098 Mab@03 tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan & Rest@acara tegas
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disebutkan bahwa rumah makan dan restoran dalanjala@ekan usahanya
harus memenuhi syarat hygiene sanitasi.

2. Penerapan persyaratan hygiene sanitasi yang ddakikzza Hut selain
berorientasi kepada pasar, juga mengacu kepadatugraperundang-
undangan dengan melaksanakan tanggung jawab/feogglinya dan turut
mendukung kebijakan pemerintahan dalam menjamirerkétan, mutu dan
keamanan makanan yang dihasilkan dalam upaya gengan konsumen.
Maka berdasarkan seluruh hal tersebut diatas Rakza Hutindonesia telah
memenuhi standar peraturan mengenai hygiene sanidastri jasaboga yang
berlaku.
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52 Saran
Dari hasil proses penelitian yang dilakukan, sayang dapat diberikan
penulis adalah

1. Pizza HutIindonesia dalam meningkatkan mutu dari makanaxg g#masilkan
harus tetap memperhatikan syarat dan ketentuan lgarigku bagi industri
jasaboga. Pentingnyaygiene sanitasi makanan harus ditunjang secag&agn
dengan peralatan yang mendukung seperti pentingogéu tempat khusus
untuk melakukan sanitasi tangan berupale shink yang memiliki tahap
penyabunan tangan, pencucian dan pembilasan.

2. Dalam rangka pelaksanaan hygiene sanitasi karyaeesra menyeluruh dan
untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang engdenggunaan masker
sangat diperlukan dalam proses produksi makanan.

3. Penerapan peraturan yang berhubungan dengan AMDAitlakn harus
dilakukan, oleh sebab itu dalam setiap pendirisstoran harus memenuhi
seluruh persyaratan AMDAL termasuk dalam sistem lpeagan air limbah
akhir.

4. Pada dasawarsa yang akan datang, industri mak&aansamakin kompleks.
Karena itu Pemerintah perlu menyusun kembali peaxatperaturannya untuk
kebutuhan mendatang sebagai salah satu cara yakguitak melindungi
konsumen dan memajukan industri makanan sepertibuat peraturan baku
tentang Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).

5. Diperlukan suatu kerjasama antara pihak produsegsaha industri jasaboga
dengan instansi terkait, dengan melaksanakan Ipahatidan ketrampilan
terhadap pengelola makanan. Pemerintah harus nkelakpembinaan dan
pengawasan terhadap industri jasaboga baik yangkddar kecil maupun

berskala besar.

89
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:
Frick. Heinzet al., IImu Fisika Bangunan(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008)

Hiasinta. A. Purnawijayanti, Sanitasi, Hygiene, déeselamatan Kerja Dalam
Pengelolahan Makanan, Yogyakarta; Kanisius, 2008), 1.

Keman. Soedjajadi, Sistem Pengawasan Makanan di Indongslaniversitas
Airlangga.

Loudon. David. L. & Albert. J. Della BettaCbnsumer Behavior: Concepts and
Applications’ Mc Graw-Hill Book Comp; 1984. New York.

Mamudji. Sriet al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukulakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia5200

Miru. Ahmadi dan Sutarman Yoddjukum Perlindungan Konsumedakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasution. Az., “Aspek hukum Perlindungan Konsumehinmjauan Singkat UU
No. 8 Tahun 1999, (Depok, MaPPI-FHUI).

Nasution. AZ,Perlindungan Konsumen, Tinjauan Pada UU No. 8 Tah@A9
Tentang Perlindungan Konsumen-LN '99 No. 42, T@®INo. 3821

Mangkunegara. A. A. Anwar Prab®erilaku KonsumenCet. 1, Bandung :
Eresco, 1998.

Mansyur. M. Ali, Penegakkan Hukum tentang Tanggung Gugat Produskamda
Perwujudan Perlindungan KonsumenGenta Press, Yogyakarta,
2007.Setiawan. RRokok-Pokok Hukum PerikataiCtk. Keenam, Putra
Abardin, Bandung, 1999.

Wijaya. Gunawan dan Ahmad Yarukum Tentang Perlindungan Konsumen
IndonesiaJakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.1., T2000.

Soekanto. SoerjonoPengantar Penelitian HukumCet. 3, Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 2006.

Widjaja. Gunawan dan Ahmad YanHKtikum Tentang Perlindungan Konsunien
PT. Gramedia Pustaka Utama , 2000, Cet. ketiga.

90

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia,Undang-undang Tentang Perlindungan Konsuni#s No. 8 tahun
1999, LNRI Tahun 1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 38P&sal 6.

, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU RldaBun 2009.
, Undang-Undang Tentang Pangan, No.7 THOR.

,Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan Bangan
Nomor 28 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dam Rangan PP
No. 28 Tahun 2004.

, Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Daknp
Lingkungan No. 27 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Tentang Air Tand& Nomor 43 Tahun 2008.

Menteri, Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Persyaratan idhgg dan
Sanitasi Rumah Makan dan Restgrafepmen Kesehatan No. 1098/
MENKES/SK/VI11/2003.

, , Keputusan Menteri Kesehatan Republikloriesia Nomor
715/MENKES/SK/V/2003 Tentang Persyaratdyggiene sanitasiJasaboga.

Konstruksi IPAL disesuaikan dengan SNI no 03-7068%tentang perencanaan
sistem plambing dan dilakukan untuk memenuhi Kketen didalam
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentandistsx@ampak
Lingkungan (AMDAL).

Peraturan Gubernur Pemrov DKI No. 122 Tahun 200&%aie Pengelolaan Air
Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.

Pizza Hut Indonesia, Peraturan Perusahaan TahuhrZmi2.

INTERNET:

Tim Aero Kalijati, “Makanan Sebagai Gaya Hidup.”
http://www.docstoc.com/docs/20870797/Makanan-Sab@gya-Hidup.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

Digilib  AMPL, “Pemakaian air tanah  dibatasi” http:/digilib-
ampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=aiinum&kode=8314
Diunduh pada tanggal 31 Mei 2011.

Lika-liku Sriboga menguasai Pizza Hut
http://indocashregister.com/2009/01/04/lika-likibega-menguasai-
pizza-hut-mesin-kasirfliaksespada tanggal 17 Mei 2011.

91
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



Eriawan Rismana. M. S., “Mengenal Bahan Kimia dekisi.”
http://www.scribd.com/doc/3116447/Mengenal-Bahami&-Desinfeksi.
diaksegada tanggal 25 Maret 2011.

Codex Alimentarius  http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
Diunduh tanggal 31 Mei 2011.

Ananda PraganaGood Manufacturing Practicess (GMP) of Food IndysCara
Produksi Makanan yang Baik (CPMB).”
http://anandagagan.blogspot.com/good-manufactyragtices-gmp-
of.html Diunduh tanggal 26 Maret 2011.

Sofyan Lubis, SH. Quo Vadis Perlindungan Konsumen
http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel ok php?id=35,
diaksegpada tanggal 13 Februari 2011.

Tatang M. Mirin. "Konsep, konstruksi, definisi opsional, dan definisi
konseptual dalam penelitian."tatangmanguny. wasgcom.
http://tatangmanguny. wordpress.com/2009/05/3Gitefoperasional-
dan-konseptuaDiakses tanggal 25 Maret 2011.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Ibu Rafita Firkanan@asality AssuranceE-CER Division
PT. Sarimelati Kencana.

Wawancara dengan Ibu Pamela Yulia, Divi3peration Support CentePT.
Sarimelati Kencana.

Wawancara dengan Ibu Pamela Yulia, Divi3peration Support CentePT.
Sarimelati Kencana.

Wawancara dengan dengan Ibu Djantteupply Chain ManagemenPT.
Sarimelati Kencana.

Wawancara dengan Bapak Hasan BaEmnployee Development StaffPT.
Sarimelati Kencana.

Wawancara dengan Ibu Rafita FirkananQaiality AssuranceE-CER Division
PT. Sarimelati Kencana.

92

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



KARYA ILMIAH:

Fardiaz, S. 1997. “Analisis Bahaya dan Pengendadlidik Kritis”. Pelatihan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Stahg&ar.
Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi (CFNS)-E&®an Dirjen Dikti.
Bogor, 21 Juli — 2 Agustus 1997.

Hubeis, M. “Menuju Industri Kecil Profesional di &rGlobalisasi Melalui
Pemberdayaan Manajemen Industri”. 1997. Orasalin@Guru Besar Tetap
llImu Manajemen Industri, Fakultas Teknologi Indud®ertanian, IPB
Bogor.

Nurhayati Abbas, “Tanggung Jawab Produk Terhadapnsmen dan
Implementasinya Pada Produk Pangan,” DisertasigrBno Pasca
SarjanaUniversitas Hasanuddin, Makasar. 2002.

Eryunica. Zakyah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas
Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan dan Mian
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tenta
Perlindungan KonsumenTesis Magister Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta: 2006.Frick. Heinz, Antonius Ardiyanto, AMDarmawan)imu
Fisika BangunanYogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.

Food & Agriculture Organization. “Assuring Food & and Quality: Guidlines
for Strengthening National Food Control System.”SA] WHO
publication.

Standardisasi Nasional - BSN nomor 01-4852-198&ndar ini merupakan
adopsi secara keseluruhan dari CAC/RCP 1-1969,. ReV(1997)-
Recommended International Code of Practice- Gereralciples of Food
Hygiene- Annex : Hazard Analysis and Critical GohtPoint (HACCP)
System and Guidelines for Its Application.

93
Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1098/M ENKES/SK/V11/2003
TENTANG

PERSYARATAN HYGIENE SANITAS RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang | a.

Mengingat 1.

Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan
minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene
sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak
membahayakan kesehatan;

Bahwa persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran
ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor
304/Menkes/Per/X/1989 perlu disempurnakan dan ditinjau
kembali sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah;

Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas
perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 stbl
Nomor 226 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan
stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3656);

Udang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3447);
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Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ~KESEHATAN  TENTANG

PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN
DAN RESTORAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup
kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat
usahanya;

. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat

disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan
peralatanan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan,
penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat
usahanya;

Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan
menyajikan makanan;

Hygiene Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor
makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin
dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Persyaratan Hygiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang
ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personel dan
perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya
digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan
faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia
antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat
cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker),
peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta
peralatan kebersihan;
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7. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan/
disajikan oleh rumah makan dan restoran;

8. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan
dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan,
pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.

9. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan minimal
Sarjana (S1) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Hygiene Sanitasi
Makanan;

BAB I
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

1) Setiap Rumah makan dan restoran harus memiliki izin usaha dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2) Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah
makan dan restoran harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi rumah
makan dan restoran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota.

3) Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran .

4) Tatacara memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan
restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimanan
tercantum dalam Lampiran | keputusan ini.

Pasal 3

1) Setiap usaha rumah makan dan restoran harus mempekerjakan seorang
penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi
makanan dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.

2) Sertifikat hygiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang
undangan yang berlaku.

3) Pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l
keputusan ini.

Pasal 4

1) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha rumah makan dan
restoran harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.

2) Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua)
kali dalam satu tahun.

3) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
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4) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan
perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pengusaha dan/atau penanggung jawab rumah makan dan restoran wajib
menyelenggarakan rumah makan dan restoran yang memenuhi syarat
hygiene sanitasi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 6

Penanggung jawab rumah makan dan restoran yang menerima laporan atau
mengetahui adanya kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal
dari makanan yang diproduksi wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat guna dilakukan langkah-langkah penanggulangan.

BAB Il
PENETAPAN TINGKAT MUTU

Pasal 7

1) Dinas Kesehatan Kabupaten/kota melakukan pengujian mutu makanan
dan spesimen terhadap rumah makan dan restoran.

2) Pengujian mutu makanan serta spesimen dari rumah makanan dan
restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikerjakan oleh
tenaga Sanitarian.

3) Hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
dasar penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan dan
restoran.

4) Tata cara pengujian mutu dan penetapan tingkat mutu rumah makan dan
restoran dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[l keputusan ini.

Pasal 8

1) Pemeriksaan contoh makanan dan spesimen dari rumah makan dan
restoran dilakukan di laboratorium.

2) Tata cara pemeriksaan contoh makanan dan spesimen dari rumah makan
dan restoran harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il keputusan ini.

BAB IV
PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 9

1) Rumah makan dan restoran dalam menjalankan usahanya harus
memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
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2) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

Persyaratan lokasi dan bangunan;

Persyaratan fasilitas sanitasi;

Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;

Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;

Persyaratan pengolahan makanan;

Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan maknanan jadi;

Persyaratan peralatan yang digunakan.

3) Pedoman persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

@r0o0 T

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1) Pembinaan teknis penyelenggaraaan rumah makan dan restoran
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota.

2) Dalam rangka Pembinaan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat
mengikutsertakan Asosiasi rumah makan dan restoran, organisasi profesi
dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

1) Pengawasan pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Kantor Kesehatan Pelabuhan secara fungsional melaksanakan
pengawasan terhadap rumah makan dan restoran yang berlokasi di
wilayah pelabuhan.

Pasal 12

1) Dalam hal kejadian luar biasa (wabah) dan/atau kejadian keracunan
makanan Pemerintah  mengambil langkah-langkah penanggulangan
seperlunya.

2) Langkah penangulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pengambilan sample dan spesimen yang diperlukan,
kegiatan investigasi dan kegiatan surveilan lainnya.

3) Pemeriksaan sample dan spesimen rumah makan dan restoran dilakukan
di laboratorium.

4) Ketentuan pemeriksaan sample dan spesimen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB VI
SANKSI

Pasal 13

1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan
administratif terhadap rumah makan dan restoran yang melakukan
pelanggaran atas Keputusan ini.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik
hygiene sanitasi rumah makan dan restoran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Rumah makan dan restoran yang telah melakukan kegiatan berdasarkan
ketentuan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, agar menyesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini selambat lambatnya
dalam jangka waktu 1(satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan ditetapkannya Keputusun Menteri ini, makan :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/X/1989 tentang
Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran beserta peraturan

pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI
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“[CHECKLIST HARIAN — FOH

OPENING:

SEN SEL RAB

Prioritas pertama:”

Pedode: .......120...

KAM JUM SAB MIG CATATAN

Rapikan Service Station, oA TN |

Rapikan Coffee Counter. ] O | Y B ][ ]| |

Persinpian Salad Bar. @ 6 2 e |
 Persiapkan kondimen B R ) A o™ | ]| I
%  Setup seluruh meja tamu. BN ¥ A 7 |
* _Hidupkan lempo-fampu. R [ | Nl Y]} |
% Hidupkan *Fly Killer” (bilaada). [ |[ ]| ]1 | [, T - |
% 'Hidupkan Air Gondition. e M T B o/ [ ]I |
% Hidupkan Exhause Fan. Y [ [ ][ W™ |
@ Hidupkan Sound Syster (Musik). [ ] [ By, o TN ' | L |

Membersihkan:

<  Pinty, jendela dan area pintu

| |

Fal T SNaIT

utama.

'

& Salad Bar Avea By iy | o | e e |
& Meja dan kursi, T O ] T 1 I | N ) O 5 |
& Tolet uniuktamu.” I O, | I
% Gelling,dindigdangambar. [ J[ ][ JT= ][ ][ - 71 -1 |
T — ) i | C| i

WMeni dan kondimen. 9 ] o i o o o —

i, e | s |
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CHECKLIST HARIAN — BOH

OPENING:

Prioritas pertama:

-
Ty

O

&

o

2

-:.

ala

Siapkan pembuatan dough perdama.

Kalibrasi: Thermomeelar, Dough
Roller, Preofing Cabinet.

Check DAGING, LASAGNA dan
CHEESE yang tglah dithawing.

|
Fanaskan Meat Sauce.
C}mck parstock uf aperation.

Oyder ke store W keperiuan
oparation.

Persiapkan semua ftem Salad Bar,

Panaskan Meat Sauca.

Lengkapi Topping di Maketable,
Hidupkan exhause fan.
Hidupkan Oven.

Set up 3 compartmant sink,
Persiapkan Diswashing Machine,

Persiapkan chemical yang
diperukan.

Buang sampah dan ganti plastiknya.

Check dan Persiapkan:

+
£
£y

Culling Tatrlea,
Soft Drink, Beer dan COZ2.

Gantl lampu yang mali.-

Bersihkan:

L]
L
o
&

]

Cwven dan exhause hood.
Dinding dan Ceilling.
Meja Preparation.

Dwough Mixer, Dough Roller dan
Proofing Cabinet.

Walk in Chiler, Retarder dan
Bottle Coller.

Grease Trap.
Lantai.

Lasker dan Toilet Karyawan.

Perode: ...0...19...

SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIG CATATAN

S | A -

L=

J

8 D 1Y |

| 1 J

@ B} 0 W e e ——

R g

: 'I:| ] 1

] 1 =1

|

]

= P

T A BT e

" e
| —

LSl = [

J 1 |

BY * el .7 I |
£ SN PTT h Ia] | ]
R ol ey
- e ey SiEm 09020 | |
C RS CRE 1 ) N | 1
w (ilm {ru i) <l S
C AT S ) [ ] [ S [ |
v S wm—=immim af ]
e Ay P | | . W) 1
T AP Ty W] [ ]
O Wy s i — l
T ot S S i i v} |
G | e | (| e |
e el =l B |
| ] e o = v ]
o e § e 7 A | S | | B 5, S
T ) B ) D | s ) [, ) | I || ]
|1 il v ) o | e f S [ |
i P . T, e e ) e ) ] |
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CHECKLIST HARIAN — ADM

OPENING:

i

=

&

Periode: oo 19

SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIG CATATAN

Check POS Computer dan | | | | |1

..] |

pastikan tidak ada masalah untuk
operation.

Cetak Laporan Harian atau [ ] ™ | ||| 2l |

Laporan Periodik apabila
diperlukan.

Persiapkan Laporan Harianyang [ | | | [ 11 Jujm——1 g

akan dikirim ke HO hari ini.

i |

Menghitung uang salesuntuk [ | LYk

g g | W} il

-segera dipersiapkan disetorkan ke

Bank.

CheckMesin Otorisasicredit [~ ] | 1 Al

Card pastikan berfungsi untuk
operation.

Persiapkan untuk Penukaran | i '-I .. _l_i &l |

Faktur dengan Suppliers
(khusus EEMOTE]).

Bersihkan dan rapikan Cahsier [ b -1 | —ag]el

Area,

Check par stock barang di Store [ ] | 1F i i

Hoom.

Persiapkan barang dari Store 28 A |

]

untuk Operabion harl inl (sesuai
dengan Internal Reg. hari ini).

Pastikan Direct PurchasefOrder |, || . 11 | | .

ke Suppliers telah dilakukan oleh
Storeman.

Pastikan pénerimaan barang_ | | 1§,

hari ini dilakukan dengan
zebalk-haiknya.

Persiapkan Daily Receiving Sheet | ) R | |

dan siap dikirim ke HO hari ini.

Rapikan Store Room dan BIN [ E ] [ "| [

CARD telah diisi sesuai barang
yang ada.

Inwentory barang untuk data =55 1 I

membuat Cost Calculation
(PERIODIK).

Perlindungan konsumen ..., Erick Brian Gananto, FH Ul, 2011



RES’ TAURANT SHIFT CHANGE - CHECKI. IST ‘m
OUTLET-  t CHECKED BY : y

DATA/DAY 3 ) RESULT ¢ idapa $5lls g
PIC . POTENTIAL : 162 POINT
Unaceept = <80 ° Coinpetent = B\ - B3 Cf&@u =85-93 - very rood = 2 93

_BAR-AREA, _lxlN

Mo
1 |Kallbrasi Tertmometer Preofing Retarder don water contniner dowgh { + /- 2°CY o
2 G_‘g?_&s Lerally diu-d bekas :niﬁ&h!lpﬂlﬂ,}grc 1k ale dan bekas X112
3 |Triple slnk terisl oleh konsentrast sabun, X107 Hdak bodhe dan kerar air bersh (Berfungei balk)
4
5
&
i
B
4

—

Hand soap dun paper towel tersedla di area Bar

Dispenacr dlogin dan Noffele beesih - -

Mesln kopl becsih tidek ade-kecon dan selang susu harus dizer dam 1ie

rfesin Eg tidek boslumut dan berlspur

Partioning bueh (/- 8 gram ) dan dalnig kondis] Hdak busuk

Suhw undercounter retardar coke & freezer loe cream normal

10 (Gasket don fan Retacder Freczes serta Jug dalam keadasr. bersily

11 |Barel f BIE syiup tidak spoiled fexydred)

12 (LMD choco vuleano dan cakes on parade benar

13 |P aylinpanan barang di room temoersiug dan retardar sedah benar sesunl standart

14 [Bar inat berih dan Bdnx bav (check gelas pasing ujung apakah ada bauT)

15 |Tutup blentee dalam keadaan tergedin dan Jdolom keadann borsih ‘ = &

16 |Jipoer tersedin dan-dalam keadaan bersih

17 |Scoop lce crenm apes tersedia dan sooop dalam keadaan bersih

18 |Wailee urn bersih don subu sesued standart !

17 Dapinn atns Jce bin Hdnk‘ LT barang
EDIN’I‘ (Mo Deduction) :

No DOUGEH AREA YN

1 1Cutting table dan cutting board dalam !-m: dasn bershy = = I

10 segh roller bersih Hdsk beckerak dan aman oads saat dihidupkan

3 |Daouph mieer berin, Dow| tdnk peyok/ tergares dan faeak hook 3 mm dard dasar bowl

4 |Tidak ada oli yang meietes i

5 |Flowr bin dan tempuban tepung Hdak berkerak dan tidak acln kotoran tikus

Axynkan tepuny Hilwk sobek dan tdak beek arak '

Tumpukan pan/separator bersih kering dan Hdak berminyak *

gl_u.!un'le EBorgth o am dalom kednnn hatk i

Spwe chiarl pan dowgh SCEOing pansulanacing bundob Ald mixing - partioning - pannlng terseda

10| Dinding, lantd, peautu p saluron ale oi oren BOH dalam keadasan beeslh

11 _jLongit - lnnglt, ventilasl, Jempu, hinnn etau kizes ares BOH dalam keadaan berih N

12 |Peralatan - peralatan kecll dalam keadann baesih 5mr\,n:-ulk[r@nnr{{rsepnmigr,;}_m!-ulg__ﬂf@naﬂ diy -II"EH':
13 _|Tiltak Ditemukan saranp pest (Reeanmpa) b

1 jLabuel MRD / alstem wakhi dipunnknn secara kenalsten {dough Tag Dough Prep.de Dough In / Cut), .

15 |Dough hores di-proofing & Retarding dengan benar sebelum digunakan -

16 Adonan harus di mixing i pordon dan dilumpuk dung:m benar,
17 [Standart pembuatap Dough sedah benar y : &
POINT (No Deduction) : ' N
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No| | FREEZER BOX

Y| N
i Tom.peratur narmal.Canslel hersih/boik, Hdak ada bunga es dan tidak ada product yang sp-m.'lcd
Fs Knndhl produc frozen fertala rapih /oin in dard kontaninas, feo cresm & cake tidak campur dengan daging
POINT (Nuv Deduetion) ;
- ot BSVEE
Mo : WALKING CHILLER Y| N

1 |Subu normal

2_| Tidok terjadi kondensnal i N

3 M’RI:D produk felas terbar o seaund standart dan Heak ada yany spoil

[ P:un;!lmn peoduk {telur parutrod beonpalalo salnd dan i _gg_guln} paaual slandart

5 _|Tidak ada paray.92n cheese yong explred g

& Lﬁl chiller dan freezer bersih "

7 |Piaste -:c@}taln bersihcukup dan lldak sobelk S : ) 5 T -
POINT (No Deduction) ; i [
Mo i ¥ TOPFING Y| N

1_|Qualitas & rass produk di maketable masih dolom kesdaan baik {terulama Peel burger & Vqﬂm

Su hu undercounter normal,idak ado roduk frozen dan kontalnor dalam ke dasn tertulup ter- MI?.I}

z
AT Idnl: ada rneat don Cheese yang Frozen

I?mnggu naan Cup.ladle don seoop sesunl dengan standart

Spec char toppinp.checse cup dan ladie tersadia

Strainer Vepgis (mushroom,canned com dan ltem basah) teredia

|Standart operational pembustan pltes sudah benar

i
5
I_S
e Qui!ltﬁ}lﬁ bersedia, bersih dan cafam keadann balk L
a8
g

'Doi.l;r,h diberl saus / topping setelah stretching, stulfing, stamping dan perfore sl

10 |Bincting, lnntal, penutup saluran air diares BOH dalan, kendaan bersih

AT aae p

| 11 [Ladgpi - lanpit, ventilasl, Inmpu, linsan alo kipas srea BOFLdalam keadnaen bomih

5

12 I’ef-alatnn peralatan kecll delam keadaan bersih

i il

13 Ln.!}nl MRD { sistern wakbu dipunakan seearn konsisten {d&mﬁh Tag , pre-lop,pre cheese)

14 Fm-nlatan dalam kesdant wersih dan balk fofeh, maketable dan retarder ) ’

15 |Tidak Dnlcmuknnunnﬁg ! (serangga)

POINT (Mo Deduction) :

No| . : OVEN

1_|Display subu dan Delt s peed normal

[ob Ald setting suhu den konfipurasi Angres torsedia

2
1
3 |Bxhaust befdih dan beefungsi dengnn balk

4_[Rantal oven berslh dan tdak rusak

5 |Tidak adn produk yong ditarik stan di dorohg walkty mrsukfkeluar darl oven

PC}'IME_{NG Dreduction) :

MNo| CUTTING TABLE AREA

Punyuaunn n/kelenphayan area kondimen rapih dvn tersedia

LT -

| L_utling odrd dan plsea poteng tidak berminyak Hdnk koter dan Hdak banyak romal

Tk

P[l‘mg dan ulonall berslh

Shielving rack dan TO BOX dispenser berslh

I 1
Plzza terpotong denpan nem PEFnA,

i
Dinding. lantal, penutup saluran aic dl ares BOH dalam kerdnan bersih

b I - LT T

Tidalk Ditemukan sarang peat (serangaa)

9 Kandimen aiay parslatan serviog .w::lumurm lerpodia,

PDINT (Mo Dedustion) :

[

Page 4
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Mo ' PASTA AREA ' Y| N

Suhu dan Level slr di baln marle sesusl ol andart

Tidak ada produk yang apall (taste) :
Sauce dinduk 15 mentt selali

1

X 2 _|Ingrediant yang sehamisnya di bain marde sudah pesunl
3
4

5 |Ladle saus benar tersadia din bersih (boleh sha ring tapi Barus ada air rendsman yang dija g berrsih)
§ [Kualitns Moodle Hdak asem, dan Hdak berdendls

Suhuy Retarder pasty pormal . . =

7
2 |mro appetizer don pro duk Hdak expired dan ditslls dengan benar
9 _|Rice cooker bersih

10 |Noodle portloning sesual dengan standart (180 Er+/-1 pram)

11 iSuhut ar wee di bals marie sosual atandart

yai Dlnd-ln& lantal, penutup saluran aie dl area BOH (lalam kondsan beralh

13 |Langlt - langlt ventilasl, lampu, hlnsan stau i!pas srea BOH dalam keadasn berath
14 Peralatan - povalatan dalan keadasn bagalh

15 [Label MRD / slstem wakiu digunakan secar: konsisten dan benar

16 |Tidak Difrnuiu.n 2aiang pest (serangga)
POINT (Mo Deduction )z

E—

STEWARD & TRIFLE. SINK BOH . Y| N
Rendaman sendok dan garpu harus & pcs perkotnk tack

Job Ald rendamen sendok dan garpin tersedin

C'hc_-crnlc.nl unluk recdamsn tersedia dan sesual denpan standart

Keﬂ'h gemprotan dishs ‘ashe/ berfungsl bail: dan bersih

Cirease Trap Bersih dan berfungsl bk

Hand tawel dan hand soap tersrdla

r b
P |
3 Je fen odae Joa

Keran Alr panas di BOH berfungs| i
POINT (No Deduction ) : : 1)
No| . CHECKLIST Y[ N
1_|C ecklist Operingshift change dan Closing tersedia (minisal 30 hard terokhin !

2|l poran penggantlay filter te raedia

3 |Side Job dan Cloaning haockist tared s
POINT (No Deduetfon) : ;
Mo ' STONIE ROOM Y| N

1 _|Semua barang harus ada recheiving date

1 |Rack.Kantalner dan res g an harus beeih

|Ti Iak ada produk apoiled terdapal eli Stor roam

3 ATHek nda produk kaleng yang penyok stau beekarat
POINT " (No Deduction ) :

Page 1 Yudh e
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=
o

- FOH

Langit-langitlampu dan Exhaust Fan dulam keadsan bersih

Dinging.la @Ldeb oraglmefs kurslpintu dan jendela dalam keadaan bersth

Meja,kursi dan tendeard dalam kondisl balk dan bersth

Poralatan makancork mat don Grippor dalam kondis: bulk dan beraih

Frnn:t counter dan condinient eountar dialam kendaan raplh dan barsth

Chil{ dan tomat potol &I beri MRD

Su h:lg Salad Bar stnndad, produk standar] lampu menyals dan dolam kesdaaan bersih

Bk eni leripkap dan dalam keadanan balk

Helaman dan Bxterlor barsih ann sedap dipandang mata

Sigmape PizzaHul dalam kondi il baik dan berath

Toilet dalam keadasn balk dan bersih il

g P PR
Bje s e e fw (e Jo e e dss je

Hospitality 10 MOT dijalankan dengan balk

oy
L]

Speed of service standart

J
-
*'.

Lasg tlangit, ventlasl, lampu, hlasan ten kipas bersih

Diekorasl atau tiral jerrdeln barsih

My
.

et
O

Mala, kursl kursl ingel, kursl bayl, kursl tambahan atau pebak borsth

[
=d

Kondimen - Xondimen temedis den beialh

[
=-]

Cuunter depan, counter kondimen or area FOH bersih

-
0

ML, Jiptay POP atat mar ceting material bersth

g

Meja kosong bekas customer segera dibersihban dan di tata ulang sesual standard
21 |Dincnp, pintu, Lygsi, stau lacl bagsil, 3

22 jLappit - langit ventllasl, lampu, hissan etou kipas bersth

4 Isi:nstﬂng tanpgan, tiasue tollet atau sabun cair antibakter lersedia,

| it

POINT (Mo Deduction ) :

Mo JOB AID YANG WAJIB DITEMPEL

Drotrgh making lenzkap (Pan dan SCF)

Submacine Buan

Regep pan Dough,peminyakan Pan dan serr orsian adonan

Chunky cut

Cheese cup + porlioning flopping Cup

Totiping Charl

Ukauran Ladle sanvce Make Table

Padts (pambar lnaerl + |2k ALl pengadukan 15 menlt sekali + level ale d! Baln mare+ chockilst perpantinn pas

w Bm pe3y (e |n s PLE (RD e

Ulkuran [ndle Pasi:

e
=]

Konflguraal flngir over + satting oven 2007

-
-

Tiar apee Chart

e
=3

Standart apred Dlentec

=
12

Shell LWfe Guldenline 2007

s
-

Tab Ald/spes Chart produk prome (jiks diterbithun olch QA dept)

i
)

standart pomaaing Chemlesl

16 [Perefilan sambal dan saus iomet botol + pengkodean

POIMT (No Deduction) :

Pafa 1
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V- i T T farrr
No FOOD SAFETY CRITICAL {6 POINT ) B
1 _{Tidak Dilemukan akHfitas dan s;;g T'EST.dan [ika ada,maka harus ada doky mentast dard PEST COMNTROL
| J¥ang telal dibwbungi dalam 7 hagl soblumya e
PASTIKAM ;
-Tidak ada 2 - § Lalar Ildunp o
-Tidak adna 1 -4 alay leb'h kB hidup dan makd - i O]
Tidak ada 1 Hkus hidup,2 Wes ma 41 - 25 kotoran Hious
- Tidak ada Laba-Jaba & Sacar Enya
n - Tidak ada Semu Llangkrk dan sel apninya
2 |Tiduk ada KONTAMINASI Makannn oleh Lahan kimis i
PASTIKAN :
- Bahan/kemasan Foripan bebes dan terlindung] darf kontam.~asi Chemical =
= Chemical hamus dlsitnpan fuh darl bahan pangan Ve
3 |Tidak ada prige unakar vingredients # pradiret yang tidak df Appmm-t‘d_o_[eh Pizza Hut Indonesls i
| 4 |Praduct dingin disimpan jada grhu<-50C dan product panas pads suhu >~ selama wokiu penﬂmpamx]__ )
= _{KONTAMINASI SILANG . .
PASTIKAN : = . __“_______‘
e o Tldak-ada Denda Auing pada produict ! = _,-' |
7 . Tldak ada Porwer pin yong Berjainur don berlemul < .
- Tidak Mon Gfiunaka canpkis sobapai scoop fee abau urituk mengnmbi sBUCE TS, "
| [ =PFubin TIDAK DOLEH menind] tempat penylmp anan barang Apapunkecunll B baty,
~ Tidak nca hpmnfnunmﬂrmmtuh produet —-—_.._..-"_.. L
. = i
|| -Tidak adn Lapur ik Fanitas] bersentulun lnnpsy g denpsn permukann ying kontak dengan makanan s ]
|| = Tdak ada karyawan yaog, Dersln dan mengelap h lung ke Apron
| |- Tidak ada karvawnn Yang Menrn_rl;:_nngi Hand Cloves _____'____
| |-Tidak Memangpnng dagine mentak hﬂsnmnan_dﬂngm product laln 2 SR
& _|Peduct daging mentah dimasak sesia] lemperatur pamasakan yang benar =
" [Tidak ad Ba han/ produc panph russk yang pob Aalsl berbahaya digunaken dan dijual e
8 [Tidak ndn Anprots Teamn yang sakil tetap bokerin di Outlat ! -
9 [Termometer Terkaliba tsbberfurgsi baik dan minimal haris ads 3 {pmﬂn:,rciardcr%:ja_uma dough) '[I_
POINT (No Deduction ¥i
"
Page | YudRlfiles
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Seleksi sayuran dari
Supplier dan timbang
dengan benar

I+ Tempatkan sayuran

dalam container
'HDJAU'

A

Rendam sayuran
dalam larutan
sanitasi selama
5 menit

Tiriskan dan
tempatkan dalam
container '"HIJAU'
yang telah dicuci

bersih

Cuci sayuran dengan
air dingin

Pasang 'SANITASI'
Label didepan MRD
Label

Tiriskan sayuran
seteiah dicuci dengan

air dingin !

Simpan sayuran yang
telah disanitasi dalam
chiller

Siapkan larutan
'Sanitasi’' dalam
container 'KUNING'
(20 Ltr = 15 Gr.
Microchior)

August'01
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